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Adanya liberalisasi perdagangan telah rnenuntut herbagai penyesuaian 
daiam rangka menghadapi p a w  h&as, ha& t inght  regional maupurn 
internasional; Dengan herkembangnya kerjasama ekonomi redomi melalui Aseaf~ 
I+ee l:rade Area (AJTA) inenmtut Indonesia mtuk slap rnenganu kegiatan dan 
hiA~irn investasi yang dihmonisasik:an dengin k e t e n m  AFTA tersebut. 
Penetapan ,GTA sebagal suatu sistem perdagangan hebas dikawasan Asia 
Tenggara tersebur akan inenimbuikan 1.rubimgatn inferdependensi dan integ-asi di 
i : 

o~dang invesiasi sena akan meinbawa damp& pengeiola inuestasi aiau ekonomi 
di h d ~ n e s i a ~  dimana iaiu iinfas berdagangan akan behas tanpa hambatan farif bea 
mas& inaupun non-taric ha1 tersebut mempkan terna kajian dalam tesis ini. 

Tesis ini memfohiskm pada arti penhngya insenfif di bidang perpajakan 
' 

teri~aciap terclptannya ikliin investas1 yang konduslf dan irnpiikasi banyahnya 
retribusi di daerah dewasa ini tehadap kegatan investasi di claerah. 

istilah investasi berasai dari Ballasa Inggis; yaitu imesirtienf yang berarti 
penanainan uang atan modal. hvestasi atau penanaman modal ini meinifiki dua 
benhlk yaifii penanaman modal dalam negeri dan penananaman modal asing, 
Pengertian penanaman modal asing didaian Lhdang-undang &omor 1 Tahun 
1447 hanyalah meiipud penanaman inodai asing secara latigsimg yang dilakukan 
inenun~i atau berdasarkan ketenhian-ketentuan 'u'ndang-undang in1 dm yang 
digmaitan untik inenjalankan penisahaan dl indonesia, daiain art1 bailwa peiniiik 
modai secara langsung inenanmtng risiko dan pcaanainan modal tersebut. A4ni 
pentinpya insentif di bidang perpajahn terhadap tercrptamya iklim investasi 
yang kondusif dirasakan oleh investor yang akan menanam!kn modainya dan 
Indonesia sendiri yang akan menerima serta sebagai ternpat tltiuan inl~estasi. Bagi 
kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan inenprang  biaya yang harus 
dikeluarkm unn& meinbayar berbagai kewajiban pajak yang dikenakan kepada 
investor dan ~nemberikan kinudalmn unmk mengemhangkan investasinya ke 
sekior atau indusiri lainnya di daerail- aaerah. 

implikasi atas bmyaknya pajak dan refribusi daerah terl~adap kegiatan 
investasi di daerah akan inenimbulkan harnbatan b a g  kaiangan investor untuk: 
menanankin iiivestasinya ke daerah, tengatma d e n g n  admya berbagai regulasi 
daerah, yang dibebani dengan target penapaian Pm . Hal ini berdampak p d a  
tingkatan penhpatan daerah yang inenunin dan pengembangan invesiasi yang 
terhambat. iial fain yang menghambat ikliin investasi di daerah tidak kondusif 
adaiah adanya kekhawatiren pengisaha lokal untuk berkompetisi dengan para 
peng~saha asing, 

Perlunya ineinpercepat peinbahasan ranmgan  undang-umdang perpajakan 
daiain rangka kepastian hukuin sehingga rnendukung ililim investasi yang 
kondusit evaiuasi berbagai peraniran daerah tentang pajak dan reiribusi daerah 
yang kontradiktif dan menghambat perkembangan investasi dan Kejelasan dan 
ketegasan insentif di bidang p e r p a j h  inenjadi saiah sam f&or penduklmng 
ininat investor, ofeh h r e n a  itu reguiasi dibidang perpajakan yang mendukuilg 
iklim investasi dan bisnis sangat dihuhhkan. 
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ABSTRAC 

The existence of trade liberalitation has been demanded to every 

adjustment to hce free market, not anly reg~onal, but also international as well. 

The growth of AFTA (Asean Free Trade Area) also demanding to Indonesia to 

manage and Investsi Law that has been harmonized wit11 all of AlTA's rules. The 

fixing of AFTA as a trade system in East ASIA investation area and it will also 

efects investation managing or econoEy in Indonesia, where the trade trafic will 

be fiee without any handicap tax for arrivaling or none tariff; those information 

then, is the theine of analysis in this Thesis. 

This thesis focuses to the iinportant of insentive in the field of tax's to the 

investation climate which is condusive and implication of retribution in district. 

hvestation comes from English language, investment which is meant 

money saving invest or other type investment. !t devided into two country 

investment and foreign country investment. Foreign Country investment in the 

Undang-undang (One of hte Indonesian ruIe) no. 1 Year 1967 includes the foreign 

country investment directly based on this Undang-undang and the one to run all 

the projects in Indonesia. It is ilieant that the investor takes the risk of the 

investment. For the investor, tax insentive will minimalize the cost and it also 

makes easier to grow the investation to other sector and industry. 

Implicatureof the tax anci retribution to all the action in regon will make a 

kind of handicap to the investor, most of all caused be based on PAD target. This 

indication effects the income of the anxiety of lokal businesmen to competitive 

with the foreign businesmen. 

The iinportan to hasten discussion about tas planing the n ~ l e  and it call , 
RUU with its law, in the hope this will support the investation climate the 

evaluation of law regon about contradictive the investatation growth and the firm 

in tax field is one of the investor. Therefore regulation in the field of tax which 

supports the investation climate and business is necesarily needed. 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi perekonolnian sekarang ini adalah konsekuensi dari sistem 

ekonolni intemasional. Oleh karenannya menjadikan banyak negara berkembang 

tennasuk Indonesia harus menghadapi proses intemasionalisasi perekonolnian dan 

perdagangan dunia. Adanya liberalisasi perdagangan ielah menuntut berbagai 

penyesuaian dalam rangka inenghadapi pasar bebas, baik tingkat regional inaupun 

_ _  . .* 

intemasional. Dengan berkembangnya kerjasarna ekonomi regionsi melalui A.cealz 

Frce lrade Area (AFTA) menuntut Indonesia untilk s i a ~  meilgatur kegiatan dan 

hukum investasi yang diharmonisasikan dengan ketentuan AFTA tersebut. Penetapan 

AFTA sebagai suatu sistem perdagangan bebas dikawasan asia tenggara tersebut akan 

menimbulkan hubungan interdependensi dan inte,g;rasi di bidar~g investasi serta akan 

membawa dampak pengelola investasi atau ekonomi di Indonesia, dimana lalu lintas 

I perdagangan skan bebas tanpa hambatan tarif bea mas& maupl_mnnn-tarif 

Sejarah inenunjukkan bahwa negara yang berhasil dalam 

perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan lnempertahankan 

eksistensi perdagangannva dengan cepat ? Oleh karena i t q  sebagai suam negara - 

! .Bismar Nasution, Inydiliosi AFTA isr.imi.iq> ki',5711t2;1 I:;:!esio.:i d~!i;:: ,YJ;~;;;;;~;I 1;lves;~:i 
r'i~di~iit.~i~. J'umal HuLxrn Bisnis Vo. 22, Januarl2003. hln. 47 

hliranda S. Goeltom, PrespeMf Biakis h?dc~z,nsia xDasc"~ Pz~taran Lfr:rg,:q: Kelo!a 
Gad.jah Mada University Business Review No. ?./IW1?94. Mm. 60 



daIam perdagangan intemasional, Indonesia sangat berkepentingan dalam 

membentuk dan melaksanakan asas-asas serta aturan-aturan perdagangan multilateral 

yang tercakup dalam General Agreenzenl - on 7ar1ffs and Pade (GATT). Saat ini yang 

hams ~nenjadi iXo~~e1.17 bag1 pemenntah pusat maupun daerah adaIah upaya 

meningkatkan investasi domestik dan asing baik Iangsung (foreign dlrect fizvestntenj 

maupun tidak langsung (poi./qfb/io inves/nze~z~. Peningkatan investasi merupakan 

suatu yang niscava dan harus menjadi perhatian bersa~na mengingat persaingan di era 

pasar bebas ASEAN maupun intemasional dalam berbagai Iintas negara. 

Pentingnya peran investor asing di Indonesia tidak lagi dipungkiri, karena 

keberadaan inodai asing ini rnalnpu memberikan ciukungan penumbuhan ekonoini 

negara. Oleh karenanya, tahun 2603 kernarin dicanangkan sebagai tahun investasi 

dengan optimalisasi dan realisasi investasi baik dalam lnaupun luar negeri akan 

mencapai pertumbuhan 30 persen dari angka persetu)uannya karena pada tahun 

sebelumnya angka realisasi investasi mainpu mencapai 20 persen dari nilai 

persetujuan. Namun demikian, Kepala Penvakilan Bank Dunia di Jakarta Andrew 

Steer inengingatkan, jika Indonesia ingin mengembalikan tingkat menjadi 30 persen 

dari produk domestik bruto, maka harus bekerja keras dalail menyelesaikan masalah- 

masaIah investasi. Pennasalahan tersebut antara lain terkait dengan administrasi 

1 perpajakan, bea dan cukai, korupsi; Infrastruktw, lcnndisi pnlitik dan sistem h~&llm. . 

Adanya pergantian kepempinan nasional, dalain kenyataamya tidak 

menunjukkan arah perbaikan ekonomi khususnya perbaikan iklim investasi bahkan 



cenderung menurun. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC), 

mencatat bahwa meskipun biaya untuk meIakukan bisnis di Indonesia Iebih murah 

akibat depresiasi inata uang rupiah, nainun kondisi instabiIisasi politik, kualitas 

birokrasi yang rendah dan tidak adanya kepastian hukum membuat daya saing dan 

minat investasi ke Indonesia Ieinah baik kalangan investor regionaI maupun 

internasi~na! ' I .  Oleh karena itu, kebanyakan investor mengambil sikap "wait und 

see". Sikap ini tentu tidak dapat ineinbantu proses pemulihan ekonoini, nainun 

demikian harus menerima kenyataan bahwa para investor tidak mau mengainbi1 

resiko. 

Xetua Umuin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi 

nlengeinukakan bahwa peinerintah hams tanggap dan rriampu menangkap - - -  peluang 

investasi dengall menciptakan ikIirn investasi yang Iebih baik, oIeh karena iru 

persoaIan keamanan, terorismz, perburkhan dan pengaruh sindrom pernapasan ahxt, 

flu burung harus mendapat perhatim yang serius dari peinerintah guna inenjaga iklim 

j investasi yang kondusif . Dalarn pandangan ekoncm. digambarkan bahwa sektor 

ekonomi telah mengalami perbaikan, namun disektor eokonomi mikro belum terjadi 

perbaikan sehingga investor beIum maun menginvestasikan modalnya. OIeh 

karenanya, perlu ada upaya - peinerintah - untuk inenerapkan skala prioritas dalam 

6 mengundang investor minimal untuk jangka pendek. 

4 .Yitmr Fiarapat~~ 24 F&ruari 2005 
Kortipas. 4 Juni 2004 

6 Kompo.~, 4 Februzri 2005 



Pemerintah harus menerapkan beberapa langkah seperti keinudahan pajak 

melalui insentif di bidang perpajakan, insentif ekspor, pennasalahan tenaga kerja, 

keainanan dan stabilitas politik serta kepastian hukuin. Dalam ha1 kepastian hukum 

ini, pemerintah harus inenunjukan keseriusan dengan menuntaskan beberapa kasus 

7 

kejahatan ekonorni mtnk bisa menyakin-kan investor '. Kebijakan pemberian insentif 

di bidang perpajakan - - rnulai dilakukan di Pulau Batam lnelalui Peraturan Pemerintah 

Noinor 39 Tahun 1998 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Peinerintah Nomor 13 

Tahun 2001 tentang Eerlakuan Pajak Eertainbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Z o n ~ j  Daerah Industri Pulau Batam dan 

puiau lainnya, seperti Pulau Bintan dan Karirnun. 

Sejak berlakunya otonomi daerah melalui Undang-undang No~nor 22 

- 
Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undnag-undang Nomor 32 Tahun 

2664 tentang Pemerintah Daerah, telah memicu timbulnya - persaingan - investasi yang 

tajam - yang - tidak hanya terjadi antara provinsi tetapi juga antara daerah kabupaten dan 

8 atau kota . Disamping itu, banvak daerah yang znenun.jukkan s i a p  berlebi-hn dalam 

menyikapi masuknya investasi asing ke daerah seperti melakukan pungutan-pungutan 

baru bagi investor yang akan berinvestasi di daerah dengan dalih meningkatkan 

Pendapat Asli Daerah (PAD), sehingga muncul peraturan-peraturan daerah tidak 

terkontrol dan lnengakibatkan terhambatnya perkeinbangan dunia usaha dan investasi 

daerah. Daerah yang sekarang di beri kewenangan di bidang penanaman modal 

~ a r i e  Pengesru, Pro.yek i~nle.rrasi ii.qi11g di i~~df>?~esia, Makaiah Seminar "indonesia 
E~~ii~iv aiid liiiieshzsii; Oiltl~~li, iakaiia 4 Fs'iiiifi 2005. hliii. 4 

* Eix i s  It?donesic7,27 Febr~ari 2004 



diharapkan dapat berperan serta dan mampu menciptakan iklim kondusif serta 

menghilangkan keraguan dari para investor asing untuk menanamkan modalnya di 

daerah, namun yang terjadi sebaliknya sikap euforia yang ditunjukkan daerah 

melnbuat para investor ragu melakukan investasi, bahkan sudah ada yang melakukan 

9 pelariar! modalnya . 

Kondisi ini mengakibatkan kondisi perekonoinian dan ikliln investasi 

ine~jadi lesu. Beluin lagi kebijakan-kebijakan daerah yang menerapkan biaya 

retribusi atau pungutan-pungutan lainnya atas barang yang dipasarkan, 

mengakibatkan pemilik barang terpaksa menaikkan harga barang yang berdainpak 

pada tingginya -- - harga cii konsumen. Hal ini juga akan memberatkan investor karena 

hams mengeiuarkan anggaran ekstra diIuar budget -. yang ada dan pada akhirnya 

10 rnenimbulkan high cw.t economic bag investor. 

Buruknya ikliin investasi didaerah, telah mengakibatkan te jadinya 

beberapa ha1 yang tidak lnenguntungkan perkembangan perekonomian daerah, 

sehingga banyak investor melakukan ccryital fligizt, diversifikasi atau relokasi usaha 

ke negara-negara tetangga yang dilakcukan oleh perusahaan-perusahaan asing serta 

lesunya kegiatan yortqfblio irzvestment. Banyak kalangan memandang bahwa banyak 

daerah yang menyafahartikan undang-undang otonomi tentang peinerintah daerah 

tersebut, dengan cara melakukan berbagai pungutan terhadap investor di daerah 

dengan alasam untuk menambah kas pemerintah daerah seteinpat. Pungutan berupa 



retribusi dan pajak cukup meresahkan dan menjadikan alasan para investor untuk 

membatalkan investasinya. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan salah satu 

persoalan yang banyak dibicarakan oleh investor asing disamping persoalan keamana 

1: dan penegakan hukum. 

Kekhawatiran investor untuk langsung berinvestasi dengan peinerintah 

daerah sudah mulai inengeinukakan, sebagai contoh para investor pertainbangan, 

diinana inereka hanya inau melakukan kontrak karya penambangan dengan 

12 peinerintah pusat . Investor pertambangan menilai pemerintal? &erall t i h k  

meinpunyai hak doinain cialam kontrak mineral sehingga - - dianggap tidak inewakiii 

negara. Investor merasa takut apabila dikemudian hari terjadi suatu persoalan, 

misalnya penggantian GubernurlBupatii Walikota yang akan lnenimbulkan perubahan 

kebijakan terhadap investasi pertambangan. Selain itu, banyaknya pengenaan pajak, 

retribusi dan pungutan-pungutan lain menjadi pertimbangan sendiri bagi para 

13 investor. 

Banyak kalangan investor mengharapkan kemudahan dalaln pengurusan 

ijin usaha, tidak adanya biaya retribusi dan pengenaan pajak yang teriaiu besar. 

Kebijakan insentif di bidang perpajakan selaiu menjadi perhatian besar bagi investor 

se beiuln menanadan modainya karena malnpu lnengurangi high cost ecorzomic-nya. 

Dengan demikian betspa - pentingnya - insentif dibidafig perpajakan dalam menciptakan 

ikiim investasi yang kondusif di era otonoini daerah. 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dimmuskan pennasalahan sebagai beriht :  

1. Bagailnanakah arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap 

terciptannya iklim investasi yang kondusif? 

2. Bagaimanakan i~nplikasi banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap 

kegiatan investasi di daerah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui arti pentil~gnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptannya 

iklim investasi yang kondusif; 

2. Mengetahui implikasi atas banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap 

kegiatan investasi di daerah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Istilah investasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu irzvest~rzerzr yang berarti 

penanaman uang atau modal. lnvestasi atau penanaman modal ini memiliki dua 

bentuk yaitu penanaman modal dalam negeri dan penananaman modal asing. 

Pengertian penananan modal asing didalam Undang-ucdang Nolnor 1 Tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing, hanyalah meliputi penanaman modal asing secara 

langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang- 

undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan pemsahaan di Indonesia, dalam 



arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal 

tersebut. Sedangkan pengertian modal asing itu sendiri, dalam Pasal 2 disebutkan 

sebagai berikut: 

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak inerupakan bagian dari kekayaan devisa 

Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk peinbiayaan 

perusahaan di Indonesia. 

2. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-peneinuan baru miIik orang 

asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah Indonesia 

selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. 

3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini 

diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk meiiibiayai - .  perusahaan di 

Indonesia. 

Sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka menimbulkan iklim 

yang lebih kondusif untuk inelakukan kegiatan ekonoini yang dinainis, sehingga 

dapat meningkatkan laju perdagangan dan perturnbuhan ekonoini yang lebih tinggi, 

maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang inemungkinkan, yang dapat 

digambarkan sebagai berikut: '" 
1. Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi 

hainbatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (.yang meinang seinakin menurun) 

serta hambatan non tariff yang inasih c d x p  banyak; 

l 4  H.S. Kariadjoemena, GATT dm1 WTO, Sisfem, For~rm dm) 1,emhaga hlienlaxio?lrrl dr 
bi2iki1g P e ~ h g a i ~ g ~ t i ,  Uiiiversitas Indonesia, Jcllicuta 'r 995. hlm. 266 



2. Kebebasan arus modal baik dalarn bentuk direct investmen, investasi portofolio, 

pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan 

administratif atau hambatan lainnya yang berlebihan; 

3. Kebebasan arus inigrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tenaga ahii 

tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara inaju yang 

memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maje ke 

negara berkembang; 

4. Kebebasan ams teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan peinilik 

tehnologi secara berlebihan kestrictive busirzess pr.actisej ataupun hambatan - yang - 

diambil oleh psmerintah dari negara. pemilik teknologi yang menghendaki agar 

teknologi yang ada tidak menyebar keluar wiiayah negai-a yang bersangkutan. 

Erman Radjaguguk, mengemukakan bahwa investzsi yang kondusif dapat 

diciptakan melalui deregulasi di beberapa seh?or antara lain birokrasi, pemerintahan 

yang bersih clan penegakm hukurn. l 5 

1. Birokrasi menyangkut perijinan, lcetentuan divestasi dan pertanahan. Pentingnya 

koordinasi antara instansi vertikal maupun instansi horizontal. Sekarang era 

otonomi daerah dan kewenangan penanaman modal adaIah salah satu kewenangan 

daerah, dengan demikian perlu akselerasi dan penguatan peran daerah dalain 

penciptaan iklim kondusi investasi asing; 

15 Ennan Radjaguguk, Ma.wIah I~ivestosi dalum Pemha71g111mi I,inlo Tah~m kc r=I S~airr 
Tiizjazrai~ Hzrh-zmnz daiz E k ~ i i ~ l ~ l i .  Falcllltas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1994. hlm. 544 



2. Pemerintahan yang bersih. Aparat dan administrasi yang bersih, jangan salnapi 

apa yang dikuatirkan beberapa kalangan mengenai otonomi daerah yaitu bahwa 

KKN akan pindah ke daerah. Oleh karena itu, penguatan fungsi kontrol secara 

hukum maupun sosial sangat penting untuk dikedepankan 

3. Penegakan hukum adalah faktor yang sangat menentukan dalaln lnenciptakan 

iklim yang kondusif bagi investasi asing, oleh karena itu perlu dihilangkan 

ketidakpastian hukum (legal rn~r~cerluiizf)~), - .  kekusutan hukuln (legal c.rtluiz~le~~terz~), -. 

penyetundupan hukum (lcgal ei'cilei~zei~t) dan tidak terlaksanannya hukum (legal 

enforcibility). Era otonolni daerah daerah ini perlu segera dilahkan harmonisasi 

kebijakan sehingga tidak ada dualisme antara kebijakan pemerintah pusat dan 

daerah. 

Lebih jauh, Harvey Goldstein Prisiden Direhqur Harvest International Inc., 

(sebuah perusahaan konsultan investasi) mengelnukakan bahwa ada beberapa kondisi 

yang bisa menyurnbangkan iklirn investasi vang konduif, yaitu: i G 

1. Berlaku dan diundangkannya undang-undang tentang otonomi daerah; 

2. Strukur legal dan penegakan hukam; 

3. Stabilisasi mata uang, tingkat suku bunga dan iklim perekonomian lnakro serta 

stabilisasi politik; 

4. Hukum investasi yang baru, daya tarik investasi yang bisa dibandingkan dengan 

negara-negara lain 

l6 Harvey Goldsrein, Ii11!c?srasi Asit~g la i~gs~~i lg  di Rmvah Pernerjiltahai~  bar,^, Maiaiah 
SWA Edisi Xo.  26 Jmiari 2000. hlm. 23 



5. Insentifpajakmelalui tmIzolzdqy; 

6. Pemberantasan KKN dikalangan eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintahan; 

7. Perbaikan di sektor pertambangan agar lebih menarik bagi penanaman modal luar 

negeri; 

8. Pengembangan lebih lanjut prasarana telekoinunikasi; 

9. Peningkatan sistein fiskal dan pajak; 

10. Penekanan pada pemenntahan yang bersih dan pelayanan umum, tennasuk 

peningkatan koordinasi antara departemen; 

1 1. regulasi pasar uang yang tegas. 

Pada erz desentraIisasi atau otonomi daerah sekarang ini, praspek - - 

ekonomi daerah beserta pertumbuhan ikliin investasi daerah didukung oleh faktor 

manusia, yang terdiri dari peinerintah daerah dalam ha1 ini KepaIa Daerah dan para 

anggota DPTCD, kemudian aparatur daerah serta parsipasif masyarakat sebagai 

komponen yang terpenting; faktor keuangan; faktor peralatan dan faiitor organisasi 

17 heserta manajememya . Soedjono Dirdjosisworr?, menarnbahkan bahwa dikalangan 

investor banyak faktor yang akan di pelajari untuk menentukan sikap dalain 

berinvestasi, Mususnya investor asing dalam menanamankan modalnya akan 

dipengaruhi oleh beberap hal sebagai berikut: I8 

I . Sistem po!itik dan ekonomi negara yang bersangkutan; 

l7 Jose Riwu Kaho, Pro.spek Ototlonlj Daeroh dj Xegmo fiep~lh1ik IfIdoj~esia, Rajawali 
Pers, Ceiakm ke-4, Jakarta 2000, hlm. 246 

l8 Soedjono Dirdjosisvforo, Hukum Pen:sahaa~~ ,A.le~ge~~c~i Pmm?amaz Modal di Indonesia, 
Mandar mju, Jakarta 1999. hlm, 226 



2. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing; 

3. Stabilitas politik, ekonoini dan keuangan; 

4. Jumlah daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; 

5. Adanya bahan baku atau penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil 

produksi; 

6. Adanya tenaga buruh yang teriangkau untuk produksi; 

7. Tanah untuk ternpat usaha; 

8. Struktur perpajakan, pabean dan cukai; 

9. Perundang-undangan dan hukurn yang inendukung jaininan usaha. 

Dari beberapa inciikator di ztas rnaka sudah seinestinya berbagai ketentuan 

internasional mengenai investasi yarlg inerupakan konsukensi dari pasar dan 

perdagangan global perlu dilakukan penyesuain atau harmonisasi perauran 

perundang-undangan a i l q  inenyangkut - - perekonomian, khususnya rnengenai 

penanaman modal baik melalui ketentuan-ketentuan internasional lnaupun dengan 

selnangat desentralisasi s a t  ini, karena globalisasi ekonolni menirnbulkan alilbat 

besar pada bidang hukurn. Dengan globalisasi ekonoini rneniinbulkan teuadinya 

19 globalisasi hukwn . Disarnping harrnonisasi hiclang huklun, tuntutan adanya 

ketegasan untuk melaksanakan dan ~nenegakkan hukum betul-betul dapat 

diwujudkan, sehingga dapat rneningkatkan disiplin masyarakat termasuk birokrasi. 

l9 Emian Radjaguguk, Pera~latl f i~ ikr~ i~r  dalanr Fernhai]g~,i~ml pada Era Glohali.w.vi: 
Ii~iplzkasitlya bagi Petlilidikutz Hi~ll-rtii~ di Itdoilrsiis. Pidato Peilgukuhan Guru Besar bijang Eukuni, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Juni 1997. hlm. 19 



Masalah birokrasi merupakan salah satu faktor dikeluhkan oleh para investor asing 

dan menghambat iklim investasi menjadi tidak kondusif. 'O 

Lebih jauh kita menginginkan bersama, penanaman modal asing ke daerah 

harus jelas memberi manfaat kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya tidak 

semata-mata keuntungan pihak asing saja, oleh karena itu kita juga perIu 

perlindungan dan kepastian hukum agar masyarakat daerah dapat inerasakan 

keuntungan dan dampak postif dari investasi pihak asing tersebut. 

Kemalnpuan daerah untuk seiektif lnencari ataupun menerima penanaman 

modal asing tidak boleh diabaikan, karena dalam sudut pandang ekonomi penanaman 

modal asing ternyata banyak lnenguntungkan posisi persaingan negara asal investasi 

daripada negara tujuan investasi itu secdiri. Hal in1 menunjukan bahwa investasi tidak 

mampu mendorong perturnbuhan ekonomi jangka panjang ". Oleh karena itu, perlu 

adanya kebijakan strategi dan upaya yang komperhensif dari pemerintah daerah untuk 

mengundang minat investor berinvestzsi didaerahnya, seperti lnelnberikan insentif di 

bidang perpasakan dan menghilangkan pungutan-pungutan liar. 

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah keharusan 

bagi masing-masing daerah untuk inendorong pertumbuhan perekonomiannya, 

misalnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dapat 

diIakukan melalui pengembangan perindustrian di daerahnya masing-inasing. 

20 Ed y Suand i Ham i d, Pllrma lJrllg114y. Itlrcgrasi Fkommi don impfika~ityn hag 
Iizdoriesia. UNISXA No. 26 Tahun XV Triwulan XI- 1995 

2 1 Suyawati, PeratIan PLW d a l m  Pembcn:giltlai~ D11t:ia Ketiga, Jurnal Ekonomi 
Pembangunan, FE UII, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta 2000. Nm. 25 



Sedangkan masalah kelangkaan dana, Undang-undang tentang peinerintahan daerah 

telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana dari 

luar negeri atas persetujuan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kebijakan 

otonomi daerah ini membawa dampak yang memaksa aparatur pemerintah daerah, 

anggota D P ~  dan para pelaku bisnis di daerah bersentuhan dengan perekonomian 

internasional, termasuk didalamnya dainpak globalisasi perdagangan dan berbagai 

bentuk kesepakatan internasiona! bagi pembangunan daerah. 

Bagi para investor, otonomi daerah merupakan salah satu faktor penting 

yang harus diperhitungkan dalam berinvestasi karena disini ada peran penting 

Gi~bern~/Kepa!a Daerah dala~n keputusm iwestasi ". Penanaman modal asing saat 

ini memang lnasih meinberlakukan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jucto Undang- 

undang Nomor 11 Tahun 1970, dimana pemerintah pusat mempunyai kewenangan 

penuh dala~n realisasi penanaman modal asing. Sedangkan tata cara penanaman 

modal sendiri diatur dalam Keppres Nomor 1 17 Tahun 1999 tentang Cara Penanaman 

Modal. Dalam Keppres tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengeluarkan 

persetuj uan investasi bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman 

Modal Asing (PMA), yang diikuti dengan pendelegasian kewenangan daIarn 

menerbjtkan izin-izin pelaksanaan penanaman modal. Pasal 2 ayat (1  ) menyebutkan 

bahwa kewenangan memberikan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMA 

dilimpahkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM kepada Menteri Luar 

- -  - - -  

Sidik Jatrnika, O t o ~ ~ o ~ l ~ i  Iloerah Prespektif H ~ ~ h ~ n ~ g m l  li~telna.sio,lol, Bigraf, 
Yogyakaria 2001. hlm. 63 

23 I5id. hlm. 98 



Negeri dan Gubemur Kepala Daerah Propinsi. Khusus kepada Gubemur Kepala 

Daerah Propinsi diberikan pula wewenang pemberian perijinan pelaksanaan modal 

sepan!ang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah 

Kebupaten dan atav. Kota. 24 

Menghadapi persaingan global, otonomi daerah membuka kesempatan 

y ang seluas-luasnya bagi daerah untuk inengaktualisasi segala potensi terbaiknya 

secara optimal dengan begitu setiap daerah memiliki keunggulan tertentu yang 

berbeda dengan daerah-daerah Iainnya. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk 

menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku di pasar global: '' 
I .  Terlaminya pergerakan bebas dari seluruh falitor produkai, barang dan jasa 

didalam wiiayah Indonesia kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh 

argumen non ekonomi, jadi kalau kita membentuk negara bagian atau 

keotonomian tetapi dari satu daerah kelain daerah hams menggunakan izin 

berpergian dari polisi atau dari mana, niscaya akan mengikis potensi benefit dari 

keberadaan otonomi tadi; 

2. Prose politik yang juga inenjamin keotonomian masyarakat lokal dalam 

menentukan dan meinperjuangkan aspirasi mereka melalui partisipasi politik 

dala~n proses pengainbilan keputusan yang berdampak kepada publik. Dalam 

24 T.G Rai Widjay a, Pel~m~amm~ Modal, Pedoll~w Prosed~n. ivfel~dirikos~ drnl 
~bfeigalai~kat~ Pelusat~aa~t &farit rcntgka PiW &I PURD. Pradnya Paramita, Jakarta 2000. hlm. 22 

25 Mardiasmo, Ofononti Dnerah Sebagai Upya  hrlemperkokoh Basis Perekonornian 
Daerah, Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Krisis Moneler 
Indoitesra, Jakarta 7 Mei 2004 hlm. 75 



kaitan inilah sangat penting untuk meninjau kembali Undang-undang tentang 

pemerintah daerah; 

3. Tegaknya good governance, baik di pusat maupun di daerah sehingga otonomi 

daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN; 

4. Keterbukaan daerah untuk bekerjsama dengan daerah lain tetangganya untuk 

mengoptilnalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Jangan sampai keputusan 

ekonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah; 

5. Fleksibilitas sistem insentic 

6.  Peran pemerintah daerah Iebih sebagai regulator yang bertujuan untuk 

melindungi kelompok ininoritas dan Iemah serta menjaga harrnoni dengan alain 

sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur. 

Masalah kesiapan daerah menyongsong otonomi daerah, prakis telah 

menjadi titik kritis perdebatan seperti halnya iiberalisasi perdagangan. Otonomi 

daerah hendaknya disikapi sebagai ha1 yang given, artinya otonomi daerah merupakan 

konsep yang tidak bisa ditunda la@ pelaksananaannya betapapun tidak siapnya 

daerah, karena secara ekonomi dan politik otonomi merupakan jalur bag kebutuhan 

yang terjadi karena munculnya disintegrasi daerah, khususnya daerah-aerah yang 

memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi lainnya. Selnangat yang dibangun 

dalam otonomi daerah menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah. 



Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka otonomi daerah dilaksanakan 

dengan memberikan wewenang yang lauas kepada daerah secara nyata dan 

bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian dan peinanfaatan suinber daya nasional serta periinbangan keuangan pusat 

dan daerah. Pembentukan pemerintah yang otonom merupakan salah satu aspek 

pelaksanaan paham kedauIatan rakyat (demokrasi), dimana hak rahyat untuk 

inenentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri melainkan juga 

pada setiap tempat di kota, desa dan di daerah '' Prinsip-prinsip negara yang 

berotonomi adaIah: " 

Otonomi adalah perangkat dalam aegara kesatuan, inaksudnya adalah 

seluas apapun otonomi tidak dapat menghilangkan arti atau keutuhan dari negara 

kesatuan. 2s 

I .  Isi otonomi bukanlah pada pembagian jumlah urusan pemerintahan antara pusat 

dan daerah, namun dalam pengertian keinandirian untuk secara bebas 

menentukan cara-cara mengurus rumah tangganya sendiri inenurut prinsip- 

prinsip yang ada 

2. Dalam setiap otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendali dari 

pusat. Kendali ini adalah pe&awasan dan keuangan. 

Bagir Manan, Me~yo~lgvong Fajur Oto,lonli Daerah, Pusat Stud Hukurn FH U11, 
Yogyakarta 200 1. hlm. 175 

27 Ibid. Hlm. 186 
28 Mardiasmo, Op. Cit. hlm. 83 



Dengan demikian pemerintah daerah hams diartikan sebagai sarana 

melaksanakan paham kedaulatan rakyat yang akan memikul beban 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat disamping menjalankan pemerintahan secara 

demokratis. Dengan tugas tersebut, peran pemerintah dalain kebijakan yang merata 

dan adil dibidang ekonomi dan investasi inarnpu mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan deinokratisasi atas kedaulatan yang diberikan rahyat. 

E. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini bersifat yuridis rzormati,f; yaitu mendasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat ketentuan nasional 

lnaupun internasional serta ketentuan-ketentuan lain yang tidak mengikat. 

Sumber data yang ciipergunakan dalam peneIitian iniIah adatah data 

sehxnder, yaitu data yang diperoteh dari sumber secara tidak langsung yang 

berbentuk literatur dan dokumen hukum serta beberapa hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya. Sumber data tersebut terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukuni yang mengikat lega/(y artd hirtdirtgj, 

yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti: 

a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan 

Undang-undang Nolnor 32 Tahun 2004 tentang Peinerintah Daerah 

b) Undang-undang Nolnor 1 Tahun 1967 sebagaimana dirubah dengan 

Undang-undang Nomor 1 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing 

c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 



e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah 

Otonom 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Peraturan Peinerintah Noinor 20 Tahun 1994 tentang Peinilikan Saham 

dalain Perusahaan yang akan didirikan daIam rangka Penanaman ModaI 

Asing 

g) Keppres RI Nomor 1 17 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanaman Modal 

h) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Noinor 38/SK/1999 

tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan 

Penanainan Modal yang didirikan dalain rangka PMDN dan PMA 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meinberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian sebe!umnya dan 

artikel-artikeI yang menyangkut dengan pokok masalah serta bebera I iteratur. 

3. Bahan hukurn tersier, yaitu bahan huLuin yang memberikan penjelasan atas 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hulium dan enkslopedia. 

Penguinpulan data dilakukan dengan studi pustaka meIalui konsep-konsep, 

teori, pendapat ataupun doktrin baru yang berhubungan erat dengan masalah yang 

diteIiti seperti peraturan perundang-undangan dan liarya-karya iliniah yang 

berhubungan. Disamping studi pustaka juga dilakukan pengumpulan fakta yang 

terjadi misalkan mealui surat kabar, tabloid, majalah dan media informasi Iainnya. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

kualitatif dengan menyusup data secara sistematis guna menemukan kejelasan 



masalah yang akan diteIiti. Menurut Maria Soemardjono data yang diperoIeh dari 

penelitian atau studi pustaka dan dokurnen dianalisis dengan menggunakan metode 

kuaIitatif, sehingga pendekatan yang digunakan daIsun analisis bersifat abs~r-ak- 

29 teorrlis . Secara umum analisa data ini dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu 

meIaIui studi kepustakaan yang akan dianalisis secara sistematis sehingga diperoleh 

gambaran yang menyeluruh mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan 

pengertian hukurn yang melingkupi persoalan arti pentingnya insentif di bidang 

perpajakan terhadap terciptannya iicIiin investasi yang kondusif dan implikasi atas 

banyaknya retribusi di daerah dewasa ini terhadap kegiatan investasi di daerah. Guna 

mendukung peneIitian kepustakaan diIakukan penelitian lapangan yang ditakukan 

analisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan faktor-fah-tor yang ada dalam 

praktek untuk melengkapi uraian yang diperoleh dari studi kepustakaan.30 

Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adaiah pendekatan 

normatif, yaitu metode pendekatan yang dipakai untuk menganalisa data lcuaIitatif 

yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 

diperoleh kesimpulan yang mengandung kebenaran obyeh?if 

29 Maria Sumardjono SW, Pedomm~ Pemhrratm~ /Isrrla~~ Penelilrm~, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta 1997. hlm. 40 

30 Soerjono Soekanto, Penganlnr Penelil~an Hukum, UI-Press, Jakarta 1986. hlm. 29 



BAB I1 

IKLIM INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH 

A Batasan Iklim Investasi dan Urgensitasnya. 

Sejak awal Tahun 1 970-an sainpai dengan pertengahan Tahun 1990-an, 

Indonesia menikinati pertuinbuhan ekonoini tinggi yang didorong oleh peningkatan 

investasi dan perluasan sektor industri. Sayangnya, krisis keuangan pada Tahun 1997- 

98 ditainbah krisis-krisis lain, telah ineinperleinah sistiin keuangan dan 

kepemerintahan (governance) yang inenyebabkan penurunan investasi dan 

perlainbatan perkeinbangan sektor swasta. Investasi inenuriln drdstis, ~xenurunkan 

kegiatan perekonoinian secara uinum. Sebagai gainbaran, tingkat investasi sekarang 

hanya sekitar 16% dari Produk Doinestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum 

krisis pang sudah inencapai lebih dari 30%. '' 
Pertuinbuhan ekonoini sekitar 3 4 %  dalain tiga Tahun terakhir, sebagian 

besar didorong oleh kenaikan pennintaan dan tidak inenciptakan lapangsn peke rjaan 

baru sehingga tingkat pengangguran terus ineningkat. Tingkat pertuinbuhan ekonoini 

yang rendah ini juga tidak inainpu ineningkatkan pendapatan inasyarakat dan 

inenurunkan keiniskinan. Akibatnya, Indonesia sekarang inenghadapi tantangan 

berat, yaitu bagaiinana bisa inencapai lagi pertuinbuhan ekonoini tinggi yang 

berkesinambungan. Tantangan ini sejalan dengan tekad peinerintah baru untuk 

39 E C O P I O ~ ~ C S  and Research Department, Development Indicators and Policy Research 
Division. Jalan Menuju Pemulihan; Memperbaiki Iklim Investasi Indonesia. Jakarta, 2005. hlm. 1 



ineningkatkan perturnbuhan ekonomi sekitar 7% per Tahun. Salah satu kunci untuk 

mencapai tingkat pertulnbuhan tersebut adalah dengan meinperbaiki ikliin investasi 

yang dalam beberapa Tahun terakhir ini melemah. Hal ini bisa dilihat dari semakin 

banyak perusahaan industri yang tutup atau inemindahkan usaha ke negara lain 

seperti ke Republik Rakyat China (RRC) dan Vietnam. -10 

Ikl iln investasi adalah semua kebijakan, keleinbagaan, dan lingkungan, 

baik yang sedang berlangsung lnaupun yang diharapkan terjadi di inasa datang, yang 

bisa lnempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2602). 

Tiga faktor utalna dalain ikliln investasi mencakup: Kor~tiisi ekonon~i nzakro- 

terlnasuk stabilitas ekonolni makro, keterbukaan ekonoini, persaingan ptisar, dan 

stabilitas sosial dan politik. Kcpenzcri~i/u/~ur? d m  X'e/c~?zhug~u~~ termasuk kejelasan 

dan efektiEtas peraturan, perpajakan, sistiln hukum, sektor keuangan, fleksibilitas 

pasar tenaga ker-ia dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trainpil. 

ln$-us/rtlk/ur- lnencakup antara lain sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan 

air. Pada Tahun 2003, Bank Peinbangunan Asia. 

Asia Dcvcloprne~lt Bunk (AD@ dan Cl/ol*/d Hurzk (I/t7H), bekerja sama 

dengan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

telah rnelakukan studi tentang Ikliin Investasi dan Produktifitas di Indonesia. Studi ini 
I 

bertujuan mengetahui keadaan dan masalah ikliin investasi dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap produktifitas atau penampilan perusahaan. Hasil studi 

diharapkan dapat membantu peinerintah dan pihak lain yang berkepentingan dalam 

40 Ibid. 



inenentukan arah kebijakan yang dapat inendorong perkembangan investasi. 41 

Peinerintah Indonesia menyadari perlunya upaya ineningkatkan investasi, yaitu 

dengan ineinperbaiki berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi, yaitu: 4' 

1. Administrasi publik. Peinerintah telah ineinperbaiki undang-undang tentang 

kebangkrutan pada Tahun 1998. Perbaikan undang-undang tentang investasi juga 

sudah diagendakan lneskipun beluin selesai sainpai sekarang. Perbaikan- 

perbaikan ~ersebut, disamping perbaikan di bidang lalnnya, diharapkan dapat 

meningkatkan kepastian hukum dan penghargaan atas kontrak yang lnasih 

~nenjadi lnasalah di lndonesia disainping peinbedaan perlakuan antara 

perusahaan asing dan doinesti k. 

2. Persaingan usaha. Pelaksailaan undangundang tentang larangan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1999) diharapkan dapat memperbaiki kondisi pasar, teruta~na dalaln mencegsh 

tilnbulnya lnonopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. 

3. Infrastruktur. Setelah krisis keuangan berbagai peraturan telah diperkenalkan 

yang semuanya bermuara pada peningkatan ketersedian infrastruktur. Undang- 

undang tentang telekoinunikasi (Undang-Undang Noinor 36 Tahun 1999) 

ineinberikan hak khusus kepada PT lndosat dan Satelindo untuk penyediaan 

pelayanan telepon international dan kepada PT Telkom untuk sainbungan 

telepon darat dan dalain negeri. Pada Tahun 2001, Undang-undang tentang 

41 Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank 
42 E C O I I O I ~ ~ C S  ard  Resemch Depmfemenl, Deve/c,pnretll Irldicnfors n ~ d  Policy Research 

Division, Op. Cif. hlm. 3-5 



minyak dan gas bulni (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) 

~nemperkenalkan ikliin ko~npetisi dan penentuan harga melalui mekanislne 

pasar. Undang undang tentang sumber daya air (Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004) inengatur tentang penggunaan air untuk irigasi, rumahtangga dan 

industri dala~n kaitannya dengan perlindungan dan sanitasi su~nberdaya air. 

Undang-undang tentang jalan (Undang-Undang No~nor 38 Tahun 2004) 

bertujuan eningkatkan rnanajemen jalan dengan lnelnbuka kelnungkinan 

partisipasi swasta di industri jalan tol. i l i  bidang kelistrikan, pe~nbatalan 

Undangundang tentang kelistrikan (Undang-Undang Noinor 20 Tahun 2002) 

oleh lnahka~nah institusi telah lnemaksa pelnerintah lnengeluarkan peraturan 

baru (Undang-Undang No~nor 3 Tahun 2005) yang ~ne~nungkinkan partis~pasi 

swasta di bidang kelistrikan melalui kerjasalna dengan Peusahaan Listrik Negara 

(PLN). Di bidang kepemerintahan, Undang-undang tentang Keuangan Negara 

(Undang-Undang Nolnor 17 Tahun 2003), Perbendaharaan Negara (Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 j, Pemeri ksaan Pengelolaan dan Tanggung awab 

Keuangan Negara (Undang-Undang Noinor 15 Tahun 2004) dan Sistein 

Perencanaan Peinbangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004) 

lnenpediakan secara lengkap sist~ln perencanaan, keuangan dan aspek 

ad~ninistrasi dari manajemen keuangan pemerintah. 

4. Telekonzurziknsi. Undang-undang tentang telekomunikasi (Undang-Undang 

Noinor 39 Tahun 1999) meinberikan hak khusus pada P.T. Indosat dan Satelindo 



untuk menyediakan jasa pelayanan telepon internasional dan P.T. Telkoin untuk 

sambungan telepon darat dan domestik. 

5. Korupsi. Pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan anti 

korupsi, kolusi dan nepotisme (Undang-Undang Non~or 28 Tahun 1999) serta 

undang-undang tentang peinberantasan korupsi (Undang-Undang Nomor 3 1 

Tahun 1999) diharapkan ineinbantu inenciptakan sistiin pelnerintahan rang 

bersih dan transparan. 

6. Vese~ztralisasi. Desentralisasi dilaksanakan sejak Tahun 200 1 berdasarkan 

undang-undang tentang pe~nerintahan daerah (Undang-Undang Nolnor 22 Tahun 

1999 sebagaiinana dirubah dengan (Undang-Undang Noinor 32 l'ahun 2004) dan 

undang-undang tentang keseiinbangan fiskal antara pemerintah daerah dan pclsat 

(UU No. 2511 999 sebagaimana dirubah dengan UU. 3312005). Desentralisasi 

diharapkan dapat ~neningkatkan peranan dan kondisi daerah. Sayanpya, dalam 

pelaksanaannya banyak ~neni~nbulkan lnasalah tarnbahan bagi lialangan 

pengusaha karena Inakin banyaknya peraturan dan pajak daerah yang 

menghambat perkembangan dunia usaha. Perbaikan Undang-undang 

pemerintahan daerah dan keseiinbangan Keuangan antara peinerintah pusat dan 

daerah dengan Undang-undang lVolnor 3212004 dan Undang-Undang Nolnor 33 

Tahun 2004 semakin me~~lperluas dan meinperjelas peranan pemerintah daerah 

karena mereka dapat inemilih kepala pemerintahan sendiri dengan fungsi yang 



lebih has. Pembiayaan peinerintah daerah dilakukan melalui sumberdaya sendiri 

maupun dari alokasi dana pusat dan pinjaman. 

Masih banyak pennasalahan lain yang mesti dibenahi dalam rangka 

perbaikan iklim investasi dan pemulihan kepercayaan para penanain modal. Berbagai 

masalah seperti ketidak-pastian kebijakan ekonoini dan pelaksanaan peraturan (yang 

diperburuk oleh dainpak negatif desentralisasi), kelainbatan peinberantasan korupsi, 

rendahnya penegakan hukum dan peraturan, dan rendahnya tingkat kearnanan di 

beberapa provinsi harus segera dibenahi agar iklim investasi inembaik. 

B Ugensi Iklim Investasi yang Kondusif. 

Salah satu cara untuk menggerakan kembali perekonomian ~asional 

seperti sebelum terjadinya krisis moneter adalah melalui kebijakan mengundang 

masuknya investor ke Indonesie, khususnya investor asing yang sampai sekarang 

masih merupakan faidor pmting. Harapan akan masuknya investor asing dalam 

kenyataannya masing sangat sulit diwujudkan. Fakta justru nlellunjukkan bahwa 

sejak Tahun 1998, Indonesia mengalami net capital $'ow (arus modal neto) yang 

negatif pada Tahun 2000. Dengan demikian arus modal yang keluar jauh lebih besar 

dari arus modal masuk. 

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya 

indikasi bahwa Indonesia memdng sudah tidak menarik lagi bagi investor. Hal ini 

menunjukkan adanya keengganan investor untuk menoleh ke Indonesia. BKPM 

mencatat dalam lima bulan pertama Tahun 2002, Penanaman Modal Asing (PMA) 



menurun sebesar 59%, sedangkan Penanaman Modal Dalarn Negeri (PMDN) turun 

sebesar 30% 43. Kondisi ini, menunjukkan menurunnya minat investor asing 

menanarn modalnya di Indonesia. 

Presiden Direkur Japan External Trade Organization (JETRO) di 

Indonesia menyatakan bahwa minat investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia 

menurun dan mereka lebih cenderung berinvestasi ke negara lain, misalkan Cina. Hal 

ini dibuhikan setelah JETRO melakukan survei terhadap kurang lebih seribu 

perusahaan afiliasi dan kantor-kantor cabang Jepang di luar negeri. Sebanyak 82% 

perusahaan menjatuhkan pilihan investasinya ke Negara Cina, hanya sebesar 14% 

yang ingin masuk dan berinvestasi di Indonesia ". Hal ini diperparah lag dengan 

banyahya relokasi industri ke negara lain yang berakibat adanya capitalfliglzt yang 

begitu besar. 

Eanyak fahor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuknya 

investasi asing ke Indonesia dewasa ini. Faktor-falctor yang dapat menjadi pendukung 

masuhya arus investasi ke sebuah negara adalah seperti jaminan keamanan, 

stabil2as politik dan kepastian hukum tarnpaknya menjadi persoalan tersendiri bagi 

Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia menjadi 

pennasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah terlihat adanya kecenderungan - 

pemerintah daerah untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di 

43 Editorial, Jurnal Hukum Bisnis Volirne 22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan 
Hukum Bisnis, Jakarta. hlm. 4 

Ibid. 



daerahnya. Alasanya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Akibtanya pengeluaran Peraturan Daerah (Perda) seringkali menjadi tumpang tindih 

dan menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha khususnya investor yang akan 

melakukan usahanya di daerah. 

Seringkali te rjadi perebutan kewenangan antara pemerintah pusat dan 

daerah dalarn ha1 pemberian izin penanaman modal. Investorpu masih enggan 

berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Berkaitan dengan perebutan 

kewenangan ini, pemerintah di daerah secara uridis tidak sepenuhnya dipersalahlcan 

karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahbn 2004 tentang Pemerintahan Daerah memang 

memberikan kewenangan untuk itu, tapi di lain pihak rnasih ada Undang-undang 

Non~or 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 yang masih 

berlaku dan rnemberikan kewenangan yang sama kepada pemerintah pusat. 45 

Tidak dapat dipungkir bahwa adanya otononli daerah telah menambah 

permasalahan baru di samping permasalahan lain yang telah ada dalarn kegiatan 

investsrsi di Indonesia. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, hams dilakukan 

sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi (apalagi jika sekarang 

pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undangan investasi), dengm 

peraturan-peraturan lain yang terkait, lchususnya dengan undang-undang 

pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa urgensitas iklim investasi yang 

- 

45 Rio Tinto, "Otofcomi ahr  Federalisme Dampahlya Terhaahp Perekonomian" 
Nasiorral". Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Jakarta 2000. hlm. 23 



kondusif dipengarugi oleh banyak faktor, seperti perangkat hukurn, kebijakan otoritas 

pemerintahan dalam mendukung investasi dan kondisi makro ekonomi yang 

berkembang. " 

C Keberadaan Penanaman Modal (Investasi) Asing. 

Beberapa negara memandang proyek investasi asing sebagai suatu hal 

yang baik karena akan mendatangkan akibat-akibat yang bagus bagi perekonomian 

negara. Investasi asing ini memberikan keuntungan yang tidak terbatas kepada negara 

tuan rumah tanpa hams inembayar. Manfaat dari adanya investasi asing disuatu 

negara bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan negara adalah: 47 

1. Meningkatkan devisa iforeigiz exchmzge) dari hasil penjuaIan ekspor; 

2. Meningkatkan jumlah lowongan Icerja untuk penduduk lokal; 

3. Kemungkinan adanya ti-arufer of technology; 

4. Me~lingkatkan penghasilan public melalui perpajakan; 

5.  Meningkatkan atau menciptakan hubungan-hubungan pada pasar intemasional; 

6. Pembangunan local resources; 

7. Memperkuat industi lokal. 

Bagi negara-negara tempat investasi memiliki tujuan dan prioritas 

investasi sendiri. Adakalanya negara tempat investasi hanya memprioritaskan 
. -- 

perolehan devisa dalam kebijakan investasinya sedangkan negara lain 

memprioritaskan perolehan teknologi yang baru. 

'' Elfian Efendi, Delapan Indikmi Kuat Otonomi Daerah Teranc am, Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia Jakarta 2001. hlm. 45 

47 Muhammad Haw$, Hukum brvestasi, Mega Poin, Jakarta 2004. hlm. 1 



Namun demikian, adanya investasi asing ini menimbulkan dampak negatif 

bagi negara tempat investasi asing dilakukan, dampak tersebut berupa: 48 

1. Dominasi asing atas ekonomi dan campur tangan dalam masalah-masalah politik 

negara tuan rumah; 

2. Industn lokal yang baru dapat mati; 

3. Pengenalan teknologi yang tidak cocok kepada negara tuan rumah; 

4. Kerusakan lingkungan negara tuan rumah; 

5 .  Dampak negatif terhadap cadangan devisa dan balance of payi?teizt; 

6. Berkurangnya resources local; 

7. Efek negative terhadap sosial, misalkan dengan pengenalan pola-pola konsumsi 

dan tingkah laku yang tidak baik. 

Keberadaan investasi asing yang memberikan manfaat dan dampak 

negatif ini, maka perlunya pengaturan-pengaturan yang behngs i  untuk 

memaksimalkan kenntungan dan meminimalkan dampak negatif. Dengan kata lain, 

hukurn investasi di negara-negara tempat investasi hams mampu mengontrol bentuk 

dan operasi dari proyek penanaman modal asing tersebut. Selain itu juga hams 

mampu mendorong modal asing datang ke negarannya. Untuk memancing minat 

investasi asing ini perlu adanya langkah dan kebijakan insentif dari negara tempat 

investasi asing akan masuk. 49 



Peraturan penanaman modal asing (PMA) di kebanyakan negara 

cenderung untuk mempunyai dua fungsi yang saling berlawanan, yaitu mengontrol 

dan mendorong investasi asing. Di negara-negara yang sangat aktif dalam mencari 

modal asing, peraturan PMA cenderung untuk menekankan kepada hngsi mendorong 
. - 

PMA, sedangkan bagi negara-negara yang sudah cukup PMA, peraturannya 

cenderung untuk menekankan pada fungsi mengontrol. Namun banyak juga negara 

yang peraturan PMA-nya berfungsi mengotrol juga mendorong intestasi asing secara 

seimbang. 

Peraturan PMA diseluruh dunia cenderung berbeda-beda. Oleh karena itu 

akan sangat sulit untuk mengenaralisasikan tentang isi dan aplikasi peraturan PMA- 

nya, narnun kebanyakan peraturan PMA berisi hal-ha1 sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk proyek investasi yang diperbolehkan atau diprioritaskan; 51 

2. Bentuk-bentuk insentif yang ditawarkan; 52 

3. Joint Venture; 

4. Bentuk-bentuk kontrol yang berlaku, dan 

5. Sistem pengadministrasian peraturan PMA 

M. Hawin, 0. at. hlm. 2 
51 Dalam 'JU. No. 1 Tahun 1967 tentang PMA, diatur dalam Pasal 5 ayat (1): Pemerintah 

menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas 
dan menentukan syarat-syarat yang hams dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha 
tersebut. Ayat (2): Perincian menurut prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun 
rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan 
perkembangan ekonomi serta tekhnologi. 

52 Pasal ULJ. No. 1 Tahun 1967, menentukan bahwa kepada perusahaan-perusahaan 
penanaman modal sing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya dalam 
bentuk pembebasan diri dan kekeringan. 



D Implementasi Otonomi Daerah terhadap Investasi Asing. 

Dari perspektif ekonomi ada dua alasan terpenting mengapa otonomi 

daerah diperlukan. Pertama, konsentrasi peredaran uang da pencairan kredit secara 

mencolok terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Data Bank Indonesia menunjukkan, 70% 

uang beredar dan kredit berada di Jakarta dan sekitarnya. Ini jelas tidak adil karena, . ..-:+ 

. .. 

Jakarta hanya berpenduduk selutar 12 juta orang. Taruhlah 15 juta orang dengan 

penduduk di sekitarnya (nearby areas atau hinterland-nya). Padahal, penduduk 

Indonesia berjumlah sekitar 205 juta orang. Melalui otonomi daerah, konsentrasi 

yang terlalu besar di Jakarta ini dapat "dipecah", sehingga peredaran uang dan 

penyaluran kredit dapat didistribusikan ke daerah-daerah. Pemecahan konsentrasi 

ekonomi dari pusat ke daerah ini selanjutnya akan menjad motor dan stimulus bagi 

perekonomian daerab 53 

Kedua, melalui pemberian otonomi yang lebih besar, daerah-daerah akan 

semakin kreatif dan bersemangat menjalankan deregulasi ekonomi, khususnya yang 

menyangkut upaya-upaya menarik investasi asing, (attracting foreign investors). 

Pengalaman China (mainland of Clzina) menunjukkan, negara sosialis-komunis ini 

ternyata sangat liberal dalam upaya menarik investasi asing. Cina, seperti halnya 

Indonesia sekarang, sebenarnya juga pernah mempunyai problem politik yang serius. 

Otonomi daerah, selain membuka peluang ekonomi bagi daerah-daerah, 

dalam prosesnya nanti tidak akan lepas dari dampak negatif. Salah satu tujuan 

53 Tony Prasentiono, "Transisi Menuju Otonomi", Bisnis Otonomi, Edisi No. 61111 1-1 7 
Agustus 2000. hlm. 25 



kebijakan ini adalah memeratakan distribusi pendapatan (narrowing income pap), 

namun pada awalnya diduga justru menyebabkan ketimpangan (widening incoine 

grap). Tesis ini sesuai dengan yang dulu pernah dikemukakan ekonom Harvard, 

Simon Kuznets, dalam proses pertumbuhan ekonomi, awalnya justru diikuti dengan 

distribusi pendapatan yang kian tidak merata, namun setelah mencapai tahap tertentu, 

ditribusi ini akan membaik dan selanjutnya cenderung stabil. 

Pada tahap awal peiaksanaan otonomi daerah Tahun 2001 mendatang 

diduga akan dikuti ketimpangan yang semakin besar. Empa? provinsi yang paling 

siap karena memiliki sumber daya alam yang melimpah (Aceh, Riau, Kalimantan 

Timur, dan Papua) akan melesat dengan cepat. Sebalihya provinsi yang tidak 

memiliki andalan sumber daya alam, seperti Nusa Tenggara Timur, justru akan 

semakin memburuk seiring dengan menurunnya dropping dana pemerintah pusat. Hal 

ini perlu disadari, mengingat banyaknya ekspektasi masyarakat terhadap otonomi 

daerah, yang diharapkan dapat serta merta memeratakan distribusi pendapatan. 

Dalam menghadapi persaingan global otonomi daerah membuka 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengak?ualiasikan segala potensi 

terbaiknya secara optimal, dengan begitu setiap daerah niscaya memiliki satu atau 

beberapa keunggulan tertentu relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan, dilihat 

dari segr potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak, misalnya yang berasal 

dari aspek lokasi ataupun anugerah sumber factor endowinenf), namun ini baru 

kesempatan atau peluang, bukan sesuatu yang otomatis terealisasikan. 



Beberapa prasyarat dh&&kan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi 

pelaku aktif di kancah paar 

1. Terjarninnya pergerakan b e k  dari seluruh faktor produksi barang dan jasa di 

dalam wilayah Indonesia, kcuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh 

argumen non-ekonomi jad kalau kita membentuk negara bagian atau 

keotonomian, tetapi dari sak daerah ke lain daerah hams menggunakan izin 

bepergian dari satu polisi a$m dari mana, itu niscaya akan mengik~s potensi 

benefit dari keberadaan otonmi tadi. 

2. Proses politik yang juga mnjamin keotonomian masyarakat lokal dalam 

menentukan dan mempe rjuangkan aspirasi masyarakat melalui partisipasi politik 

dalam proses pengambilan butusan berdarnpak kepada publik. Dalam kaitan 

inilah sangat penting untuk mminjau kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2005 tentang Pemerintahan herah dan Undang-undang Ncmor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangao antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, 

bersama-sama dengan Undangmdang yang terkait lainnya. 

3. Tegaknya good governance, k i k  di pusat maupun di daerah, sehingga otonorni 

daerah tidak menciptakan bdak-bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) 

baru di daerah. 

54 Faisal H. Basri, "Otomi Luas dan Federalisme", Otonomi atau Federalisme 
Dampaknya terhadap Perekonomian Na&maI, Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaharuan, Jakarta, 
2000, hlm. 162-163. 



4. Keterbukaan daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain tetangganya untuk 

mengoptimalkan pengelolaan surnber daya yang ada. Jangan sampai keputusan 

otonomi dikendalai oleh batas-batas wilayah. 

5. Fleksibilitasi dan insentif 

6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk 

melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alarn 

sekitar, bukan regulator dalam pengertian serba mengatur. 

Masalah kesiapan daerah untuk menyongsong otonomi daerah praktis 

telah menjadi titik kritis perdebatan tentang isu ini. Seperti halnya isu liberalisasi 

perdagangan, otonomi . .- daerah hendaknya disikapi sebagai ha1 yang given. Artinya, 

otonomi daerah merupakan konsep yang tidak bisa ditunda lagi pelaksanaanny, 

betapapun tidak siapnya daerah. Karena, baik secara ekonomi maupun politis, 

otonomi daerah yang luas telah diketahui merupakan jalan keluar bagi kebuntuan 

yang terjadi karena tumbuhnya semangat disintegrasi di mana-mana khususnya 

provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan surnber daya alam. 

Sejak dikeluarkan Undang-undang tersebut nampak sorak-sorai 

menyambut kedatangannya, sampai-sarnpai menimbulkan sikap euforia terhadap 

otonomi tersebut. Implementasi otonomi ternyata jauh dari yang dharapkan. Di era 

otonomi daerah, seharusnya korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) berkurang, dan 

dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi inoney politic, namun kenyataannya 

membuktikan sebaliknya. Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa pada era otonomi 



sekarang ini korupsi melebar ke daerah dan ironisnya praktik money politic terlihat 

seperti bukan praktik kejahatan, korupsi seolah-olah menjadi suatu ha1 yang bisa 

d i te r i~na .~~ 

Di era otonomi seharusnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, 

ruang partisipasi publik yang terbuka, tidak keluar perda-perda yang bermasalah, 

buktinya tidak sedikit investor melarikan modalnya dari daerah, yang akhirnya 

pemerintah pusat merekomendasikan untuk dicabut 104 perda yang sudah diterbitkan 

pemerintah daerah." 

Seharusnya tidak muncul sikap kemaruk terhadap sumber kekayaan alam 

yang ada di daerah, ternyata terjadi pengeksploitasian yang tidak rarnah lingkungan 

dan cenderung menghalalkan segala cam, temasuk dengan inenggunakan instrumen 

berupa Perda atau Surat-surat Keputusan Kepala Daerah, dengan alasan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Seharunya di era otonomi ini yang ditonjolkan adalah kemandirian, 

ternyata yang terjadi adalah rebutan dana alokasi umum (DAU), bahkan banyak 

pejabat daerah yang menggunakan jasa calo yang bergentayangan di Departemen 

Dalam Negeri, untuk mendapat DAU yang jauh lebih besar. 

-Satu ha1 yang sangat memprihatinkan adalah tidak sedikit daerah yang 

memaksaksn kehendaknya dengan ancaman akan memisahkan diri dari negara 

kesatuan kalau tidak dpenuhinya tuntutan mereka. 

55 Kornpa.7, 31 Januari 2002. 
56 Tabloid Kontan, No. 4-Tahun VI, 22 Oktober 2001. 



Kondisi tersebut di atas hanyalah sebagian kecil ekses-ekses dari 

pelaksanaan otonomi daerah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah otonomi 

daerah yang diejawantahkan dalarn Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memang menginginkan fenomena tersebut, 

tentu jawabannya adalah tidak. Berikut kita paparkan beberapa kesalahkaprahan 

otonomi daerah. 

Ada bebrapa kesalahkaprahan yang dapat kita lihat, antara lain ; pertama, 

pada era otonomi daerah seharusnya yang ditonjolkan adalah upaya untuk 

mensejahterakan rakyat di daerahnya masing-masing, namun yang sangat menonjol 

jcstru masalah politik yang ujung-ujungnya adalah kepentingan, masalah duit, yang 

akhirnya menyuburkan praktik korupsi . 

Kedua, salah kaprah mengenai konsep otonomi daerah it11 sendiri, konsep 

yang dipahami selama ini adalah bahwa otonoini merupakan a transfer ofpolit.ical 

power from state to society, padahal yang diinginlcan oleh konstitusi adalah otonomi 

dalam pengertian desentralisasi, yang merupakan a transfer ofrnaizager~zentfioizz the 

central to local governments.57 Sehingga menjadi wajar yang menonjol adalah 

fenomena politik, daripada upaya mensejahterakan rakyat. 

Ketiga, disfungsi pemerintah pusat dan daerah serta organnya, seperti para 

bupati yang berani "menentang" Gubernur, tidak peduli kedudukan Gubemur sebagai 

'' Teguh Yuwono, "Salah Kaprah Otonomi Daerah di Tndonesia", Kompas, 29 Nopember 
2005 . . 



kepala daerah atau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kondisi demikian juga 

membuat para gubernur menjadi "sengit" karena tidak rela diperlakukan seperti itu. 

Keempat, salah kaprah dalam mengartikan kewenangan yang ada, padahal 

sifat kewenangan yang ada pada daerah otonom dalam pengertian desentralisasi, 

yaitu kewenangan tersebut bersumber dari pemerintah pusat, artinya posisi daerah 

masih dalam posis "inferior", namun tetap terbuka untuk melakukan bargaining. 

Kewenangan tersebut tidak hams semua dilakukan, namun harus disesuaikan dengan 

kondisi keragaman wilayah. 

Kelima, tentang struktur organisasi, bahwa jumlah organisasi harus sama 

dengan jumlah kewenangan yang ada dan diwujudkan dalam bentuk pembu~tan 

lembaga teknis, padahal kalau suatu bidang tidak ada atau tidak penting bagi daerah 

kenapa harus dibuat, bukankah &an memboroskan keuangan daerah saja. 

Keenam, menguatkan arogansi daerah, ha1 ini timbul karena merasa 

memiliki sumber daya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terlihat 

kecenderungan yang kuat untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di 

daerahnya, alasannya adalah untuk meningkatkan PAD, dan sejak diberlakukannya 

kebijakan tersebut keluamya perda tidak lagi terkontrol 58. Terhimpun 104 Perda 

yang akan dicabut karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan dan retribusi, 
.. - 

dan ha1 ini dianggap dapat menimbulkan biaya ekonomi yang cukup besar serta tidak 

menarik bag para in~estor.~' 

" Kompas, 1 1 Juni 2005 
59 Tabloid Kontan, No. 4, tahun W, 22 Oktober 2004 



Ketujuh, kesalahkaprahan mengenai putera daerah, yang melunturkan 

nasionalisme dan menurnbuhkan sukuisme, bahkan dijadikan pertimbangan dalam 

sistem kepegawaian. Selama dilakukan secara proporsional dan profesional tidak jadi 

masalah, namun kalau hanya petimbangan like dan dislike serta memaksakan untuk 

mendudukan untuk mendudukan orang "putera daerah" yang misalnya tidak cukup 

pangkat, hanyalah menyuburkan KKN. Kedelapan, menyangkut DPRD, yang 

seharusnya sejajar diinginkan Undang-undang, dalam praktiknya menjadi superior 

ketimbang kepala daerah. Sikap ini seringkali menimbulkan praktik-praktik 

konspirasi yang merugikan masyarakat, seperti memaksakan kenaikan gaji, 

pembelian sarana-sarana dan kesejahteraan anggota, dimana bargainning-nya adalah 

pada laporan pertanggunglawaban kepala daerah, oleh karena itu sering sudah kita 

rasakan namun sulit untuk chbuldikan, kepala daerah hams mengeluarkan uang entah 

darimana untuk memberikan "tip atau service" kepada anggota DPRD dalam rangka 

memuluskan laporan pertanggungjawabannya. 

Kesembilan, manajemen keuangan dan anggaran pembangunan, banyak di 

beberapa daerah dapat kita lihat anggaran rutin ternyata jauh lebih besar daripada 

anggaran pembangunan. 

Kesepuluh, adalah kesalahkaprahan pada kebijakan, yang seringkali 

inkonsisten, baik antara kebijakan pusat sendiri, maupun kebijakan daerah, ha1 ini 

menunj ukkan desain kebijakan tidak matang dan tidak direncanakan dengan bai k. 



Kesekian kesalahkaprahan tersebut di atas, tentu bukan semata-mata 

muncul dari pemerintah daerah, namun pemerintah pusat juga mempuntai andil yang 

cukup besar &lam kekacauan otonomi ini. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah rebutan wewenang dalam 

perizinan penanamam modal asing. Pemerintah daerah dengan keuangan yang ada 

pergi ke luar negeri yang katanya untuk menarik dan mengundang invetasi asing 

kedaerahnya, namun pada sisi lain para pengusaha asing ragu untuk melakukan 

penandatanganan perjanjian. Seperti pada bidang pertambangan para investor enggan 

untuk menandatangani Kontrak Karya dengan pemerintah daerah, walaupun 

pemerintah daerah bersikap pro-aktif Para investor tersebut masih menganggap 

bahwa yang paling berkompeten adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

sebagai penvakilan resmi pemerintah.GO Dilihat dari peraturan Perundang-undangan, 

inenurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dilakukan pemerintah daerah 

sebenarnya juga tidak bia dikatakan salah, karena dalam undang-undang tersebut 

jelas menyatakan bahwa bidang penanaman modal adalah kewenangan daerah, 

namun dalam prakiknya masih didominasi oleh kebijakan pemerintah pusat. 

Melihat kondisi implementasi kebijakan otonomi daerah yang dipaparkan 

di atas maka sewajarnyalah investasi menjadi terganggu. Persoalan otonomi daerah 
, .- 

menjadi s a t ~  permasalahan tersendiri disamping permasalahan yang sudah ada 

sebelumnya. 



Kebijakan pemerintah ternyata tidak memberikan efek positif bagi 

investasi. Dilihat dari pandangan ekonomi global, efek kebijakan pemerintah 

terhadap perekonomian internasional bersifat langsung. Negara dengan kebijakan 

investasi liberal akan menarik jumlah modal yang semakin besar, sementara negara 

yang melakukan pembatasan atau regulasi pemotongan keuntungan akan berada di 

garis permainan. Bebrapa negara (seperti Rusia, Cina dan Indonesia) membiarkan 

pejabat tinggi pemerintah melakukan korupsi yang menghancurkan kebijakan 

investasi asing yang menarik. Investor tidak suka jika pembiayaan perekonomian, 

atau keuntungan yang dihasilkan oleh investasi. Pemerintah yang kebijakan 

investasinya berubah-ubah dengan cepat atau tidak transparan dalam perundingan 

akan kesulitan, bila tidak mustahil menarik modal skala b e ~ a r . ~ '  

Sebenarnya berbagai pernasalahan yang dihadapi sektor riil sudah 

diketahui secara umum, yaitu masalah keamanan, sosial, dan politik, peraturan 

penmdangan, supremasi hukum, dan jaminan hukum, masalah ketenagakerjaan, 

termasuk implementasi otonomi daerah yang belurr, jelas dan meningkatkan biaya 

transaksi ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang tidak mendorong investasi 

lainnya, misalnya kebijakan dalam perpajakan, inkonsistensi kebijakan, dan 

sebagainYa.'* Dimana faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi iklim 

investasi di Indonesia. 

Jeffrey Edmund Curry, Memahami Ekonomi httertt.vzonal, Memahami Dinamika Pasar 
Global, PPM, Jakarta 2001. hlm. 108. 

62 Mari Pangestu, "Tak Ada Harapan Tanpa ~endekitan Realistis", Kompas, 18 Februari 
2005 



Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka otonomi daerah dilaksanakan 

dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah secara nyata dan 

bertanggung jawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumbcr daya nasional, serta pertimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

Menurut Mohammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah yang 

otonom, merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat 

(demokrasi), "menurut kedaulatan rakyat itu, hak rahyzt untuk menentukan nasibnya 

tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di 

kota, di desa dan di d a e r a ~ . ' ~  

Prinsip-prinsip negara yang berotonomi, adalah (1). Otonomi adalah 

perangkat dalam negara kesatuan, maksudnya adlah seluas apapun otonomi tidak 

dapat menghilangkan arti atau keutuhan dari negara kesatuan. (2). Isi otonomi 

bukanlah pada pembagian jumlah urusan pemerintah antara pusat dan daerah, namun 

pada pengertian kemandirian untuk secara bebas menentukan cara-cara mengurus 

rurnah tangganya sendiri menurut prinsip-prinsip yang ada. (3). Dalam setiap 

otonomi, selalu disertai dengan sistem dan mekanisme kendal~ dari pusat. Kendali itu 

63 Bagir Manan, Op. Cit. hlm. 175 



adalah kendali pengawasan dan kendali k e u a n g d 4  dengan demikian pemerintahan 

daerah hams diartikan sebagai sarana melaksanakan paham kedaulatan rakyat yang 

akan memikul beban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat disamping menjalankan 

pemerintahan secara demokratis. 

Ada beberapa ha1 yang bertolak belakang dari kecenderungan implikasi 

dari kebijakan otonomi daerah, yaitu pada sisi liberalisasi yang menjadi ukuran 

adalah norma-norma global, internasionalisme, dan mekanisme pasar, sedangkan 

pada sisi otonomi daerah lebih pada normaisasi kepentingan lokal, kedaerahan dan 

dominasi intervensi pemerintah, sehingga implementasi otonomi daerah terlihat 

sepertinya kontradiksi dengan kebijakan investasi internasional. 

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yaitu pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 sampai saat ini menunjukkan kesalahkaprahan. Salah kaprah 

ini meliputi tiga tataran yaitu tataran pemahaman, apresiasi, dan perilaku. hi selaras 

dengan pendapat Guy Peters yang menyatakan sebenarnya reformasi organisasi 

publik (termasuk pemerintah daerah) lebih disebabkan keharusan peraturan @he rule) 

ketimbang harapan dari organisasi tersebut untuk meref~~masi diri (expectation). 

Akibatnya reformasi menjadi sebuah penerimaan setengah hati yang sebagian besar 

akan berakhir dengan kepanikan, kekecewaan, dan ke~alahka~rahan.~' 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, terlihat kecenderungan yang kuat 

untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya, alasannya adalah 

64 Tbid, ha1 186. 
65 Kompas, 29 Nopember 2005 



untuk meningkatkan PAD, dan sejak diberlakukannya kebijakan tersebut keluarnya 

perda tidak lagi terkontrol mengalubatkan terhambatnya perkembangan dunia usaha 

dan i n ~ e s t a s i . ~ ~  Otonomi daerah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat pada 

kenyataanya di lapangan menunjukkan ha1 yang tidak menggembirakan. Kerniskinan 

semakin parah, invetasi lumpuh, dan pengangguran terus bertambah. 

Penerapan Perda-perda tersebut membuat dunia usaha lesu, bahkan tidak 

sedikit pengusaha dan investor asing yang sebelumnya ada memilih hengkang dari 

daerah tersebut karena dinilai tidalc kondusif lagi. Aneka jenis pelanggaran tampak 

nyata di lapangan. Pemerintah daerah juga h a n g  memberikan peningkatan kualitas 

pelayanan, misalnya untuk mengurus perijinan cenderung membuat investor fiustasi. 

Tidak jelas intsansi mana yang harus melayani, tahapan &iu prosedur tidak jelas, 

disarnping ketidakjelasan pemerintah manakah yang berwenzng pusat atau daerah, 

tidak ada kepastian waktu pengurusannya, dan biaya yang hanis dikeluarkan pun 

tidak transparan. Hal ini merupalcan indikasi betapa lemahnya pelayanan dalam 

otonomi daerah. Seringkali juga perda membuat kemandulan daerah untuk pasaran 

luar negeri dan domestik, sehingga merugikan masyarakat iokal. Hal ini disebabkan 

setiap daerah yang dilewati suatu barang yang akan dipasarkan selalu dipungut biaya 

retribusi atau pungutan-pungutan lainnya, akibatnya pemiliki barang terpaksa 

menaikkan harga barang yang akhimya merugikan kons~rnen .~~  

66 Kompas, 11 Juni 2005 
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E Kepastian Hukum dalam Investasi di Era Otonomi Daerah. 

Globalisasi memang hampir talc munglun dihindari. Sejak berlangsung 

beberapa waktu lalu, mau tidak mau fenomena ini mempengaruhi perurnusan 

kebijakan di seluruh duni, lebihdari yang pemah terjadi sebelumnya. Ini adalah 

sebuah kenyataan yang merupakan tantangan bagi kita bangsa Indonesia, mampukah 

kita bertahan dan bersaing serta mempertahankan jati din bangsa. 

Perkembangan globalisasi menuntut lebih dari sekedar kepastian hukurn, 

sehlngga daerah otonom sudah selayaknya menadan keberadaannya di era globalisasi 

dengan memahami berbagai peluang dan konsekuensi dari globalisasi tersebut, serta 

kemungkinan besar untuk ~nenarik investasi. Guna mensikapi perkembangan dunia 

dengan p;ilihan mengembangkan kemampuan lokal yang terorentasi pada potensi- 

potensi yang ada ". Namlln demikian ditengah tuntutan global terlihat kontroversi 

dengan tuntutan nasional dan lebih khusus tuntutan lokal sebagai konselcwensi dari 

diterapkannya otonomi daerah dalam r~ngka mewujudkan sistem pemerintahan 

daerah yang modem. Sistem ini bersifat aspiratif terhadap tuntutan masyarakat 

daerah, suportif terhadap kebijakan nasional dan responsif terhadap kecendenmgan- 

kecenderungan global. 

. J Era globalisasi dan perkembangan tekonologi yang cepat, rnenuntut 

pemerint~h daerah untuk memahami perubahan, harapan dan keinginan masyarakat 

serta tuntutan &an pelayanan yang lebih cepat dan baik Perkembangan ini menuntut 

68 Sidik Jatmika, Op. Cjr. hlrn. 126. 
69 Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, Cetakan Ke-dua, 2001. hlrn. 20 



perubahan dalam cara pandang, berpikir dan bertindak. Perubahan orientasi ini 

mencakup pula kemampuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

penngkatan kemampuan menangani keterbatasan surnber daya baik manusia maupun 

finansial. Apalagi ada pergeseran peranana sektor publik dari agen pembangunan 

menjadi fasilitator sehingga mengakibatkan bertumbuh kembangnya aktivitas 

ekonomi masyarakat luas. Berdasarkan fenomena diatas, pemerintah daerah perlu 

meningkatkan kreativitas dan imajinasi dengan memberi peluang terhadap 

peningkatan partisipasi swasta agar tercipta hubungan kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan swasta. 70 

Kebijakan otonomi daerah, tentunya bukanlah penyebab utama buruknya 

iklim investasi, namun ekses dari kebijakan tersebut yang membuat salah kaprah 

dalam menyikapi otonomi daerah, misalnya munculnya sikap ingin menguasai 

sumber daya daerah, dan sikap yang konfrontatif yang ditunjukkan pemerintah daerah 

maupun masyarakat di daerah. Hal ini membuat para investor asing yang 

menanamkan modalnya, mengambil sikap untuk melarikan modalnya ke negara yang 

lebih menjamin keaamanan investasi mereka. Ekses negatif kebijakan otonomi daerah 

terebut membuat para investor semakin yakin akan ketidakpastian hukum dan 

buruknya iklim investasi di Indonesia. 

Di sek-tor pertambangan banyak investor asing yang mendesak pemerintah 

pusat untuli ikut menandatangani konrak karya pertarnbangan. Purnomo Yusgiantoro 

selak- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada waktu itu mendapat desakan 

70 Ihid hlm. 221 . . 



dari investor asing untuk meminta jaminan pemerintah pusat dalam proses investasi 

pertambangan. Kewenangan sektor pertambangan pada masa otonomi daerah ini 

sebenarnya sudah dilimpahkan ke daerah, namun mereka meminta pemerintah pusat 

ikut menandatangani kontrak-kontrak yang dibuat. Pelimpahan kewenangan ke 

daerah memang marnbuat investor asing waswas. Banyak gejolak di daerah yang 

mengakibatkan kegiatan usaha mereka terganggu. Para investor asing ini kalau 

menandatangani suatu kontrak selalu melihat keabsahannya. Ini agar diakui 

perbankan di negara asal investor tersebut. Bank-bank itu biasanya Cuma percaya 

kalau kontrak perjanjian ditandatangani pihak berwenang di negara tempat mereka 

menanarnkan investasinya, bukan tandatangan Bupati maka dari muncul keinginan 

agar kontrak-kontrak pertambangan juga ditandatangani menteri atas nama Pmerintah 

Indonesia. Semacam jaminan bahwa perjanjian akan disepakati. Tuntutan itu sendiri 

tidak bisa dianggap remeh, karena sudah sejak tiga tahun terakhir tidak ada lagi 

investor asing di bidang pertambangan yang masuk ke Indonesia. Banyali diantara 

mereka lebih tertarik berinvestasi di negara lain, yang memberikan banyak kepastian 

hukurn ketimbang indonesia. " 

Implementasi otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah 

mencari sumber pendapatan baru dengan memungut berbagai pajak dan retribusi, 

yang pada akhirnya menjadi surnber ekonomi biaya tinggi yang berpotensi 

meningkatkan biaya dm menurunnya daya saing perusahaan, juga merupakan salah 

satu alasan investor dalarn mempertimbangkan investasi di Indonesia. Banyak daerah 

" Tabloid Kontan Edisi No. 221VI tanggal 4 Maret 2002. him. 10 



terlalu bersemangat untuk memperbesar pendapatan asli daerahnya, yang akhirnya 

mengeluarkan kebijakan anti pasar, padahal dengan banyaknya investasi di daerah 

maka roda ekonoi bergerak lebih cepat dan volime pasar otomatis membesar. 7' 

Investor sering dibuat bingung, misalnya satu aktivitas ekonomi 

dijalankan dengan kebijakan yang berbeda. Kebijakan daerah satu berbeda dengan 

daerah yang lain, padahal tidak sedikit pengusaha mempunyai jenis usaha yang sama 

namun beroperasi di beberapa kabupaten. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan 

SDM di daerah, seperti para pembantu bupati dan kepala-kepala dinas, bukanlah 

orang yang sesuai dengan jabatannya. Hal terebut dapat menghambat pembicaraan 

karena harus mengkonsdtasikan lagi kepada pihak lain, padahal sebagai pembantu 

bupati dalam beberapa persoalan mereka sudah dapat memutusksn sendiri. 73 

Otonomi daerah membuat para pejabat kabupaten dan kota mempunyai 

kek-uasaan barn untuk mengatur daerahnya. Otonomi memberikan wewenang besar 

ke daerah tingkat 11, namun karena ini adalah proses perubahan begitu cepat dan 

mendadak, maka disana sini muncul gesekan, baik antara daerah satu dengan daerah 

lain, daerah tingkat satu dengan tingkat dua maupun dengaii pemerintah pusat. 

Penyebabnya adalah antara lain lambannya pembuatan "pagar" aturan desentralisasi 

dan tidak adanya sistem monitoring sehingga otonomi daerah berjalan penuh dengan 

euforia, Di samping itu pemerintah pusat terkesan tidak rela menyerahkan wewenang 

72 Adig Suwandi, "Pelarian Modal, Mengapa Terjadi", Kompas, 26 Desember 2001 
" Kompas, 8 Febmari 2002 



pada daerah. Itu terlihat pada UU Migas dan PP No. 15 1 tahun 200 dan PP No. 108 

tahun 2000 mengenai persyaratan dm pertanggungjawaban kepala daerah. 

IMF sebenarnya sudah mengingatkan akan dampak dari desentralisasi dan 

pemerintah pusat tidak membantahnya, sebab menurut Ryaas Rasyid memang tidak 

mempunyai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi itu sendiri. Faktanya tidak ada 

lembaga otoritatif yang mampu mengevaluasi dan mengkoordinasi penerapan 

otonomi. 

Banyak pekabat daerah membuat aturan main sendiri, akibatnya banyak 

aturan yang menghantarn peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau 

bertentangan dengan Perda lainnya, atau malah bertentangan dengan kepentingan 

umurn. Para pengusaha dan investor malah mendapat beban biaya yang luar biasa 

gara-gara tiap Pemda berlomba-lomba mengenakan aneka macam pungutan: .' . 

Menurut Ryaas Rasyid, masa depan otonomi daerah sangat tergantung 

dari tindakan yang dijalankan pemerintah pusat, karena tanpa ada institusi yang kuat 

di pusat untuk mengaturnya, maka otonomi akan tetap amburadul seperti sekarang. 

Fokusnya adalah penyehatan instrumen pengawasan 7! Misalnya scjak diberlakukan 

UU No. 22 tahun 1999, yang diperkuat dengan turunnya UU No. 53 tahun 1999 yang 

mengatur tentang pembentukan beberapa kabuipaten di pulau Batam, maka otoritas 

batan yang sebelumnya mempunyai kewnangan besar atas daerah tersebut sekarang 

menjadi tidak jelas. Pemerintah daerah telah mendapatkan legtimasi untuk mengelola 

74 Tabloid Kontan, Namor 13 Tahun VT, 3 1 Desember 2001. hlm. 30 



daerahnya yang sebelumnya hanya menjadi bawahan bagi otoritas Batam, kalau 

boleh dengan kata lain sudah sekian lama menjadi sapi perahan pusat. 

Pembagian kekuasaan atas otorita Batam dengan Pemda setempat belurn 

ada, sementara itu Batam sudah mengeluarkan beberapa kebijakan penting di bidang 

investasi seperti pariwisata, perdagangan dan industri di pulau Batam. 

Belum ada aturan main dan pembagian wewenang tersebut telah 

menimbulkan ketidakpastian usaha di Batam. Hal ini dikhawatirkan justru 

menjadkan para investor ketakutan menanamkan inodalnya, bahkan investor yang 

sudah ada akan mundur hanya karena gara-gara banyaknya peraturan daerah yang 

melakukan pungutan, apalagi setelah pemerintah inencabut fasilitas bebas pajak 

pertambahan nilai (PPN), maka lengkaplah alasan para icvestor untuk memindaikan 

modalnya ke beberapa daerah tetangga seperti Pengan, Johor, dan Labuan di 

Malaysia yang memberikan fasilits bebas pajak. 75 

Sejak diberlakukan Otonomi Daerah, terluhat kecenderungan yang kuat 

untuk menguasai aset-aset dan sumber daya yang ada di daerahnya, alasannya adalah 

untuk menungkatkan PAD, dan sejak diberlakukan kebijakan tersebut, keluarnya 

Perda tidak lagi terkontrol. 76 

Banyaknya Perda yang berrnasalah semalun menimbulkan ketidakpastian 

hukum, di sarnping Perda-Perda tersebut tidak kondusif terhadap perkembangan 

perekonomian, sikap pemerintah pusat juga tidak konsisten. UU No. 34 tahun 2000, 

75 Tabloid KOntan, Nomor 17 Tahun \q, 28 Januari 2002 
76 Kompas, 1 1 Juni 200 1 



menyatakan jika 30 hari setelah Perda itu diterima pemerintah pusat dan tidak 

mendapat tanggapan, maka otomatis perda tersebut berlaku. Kenyataannya 

pemerintah pusat sama sekali tidak menanggapi perda-perda yang ada. Setelah ada 

desakan dari LMF barulah pemerintah pusat mempersoalkannya. 77 

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) inencatat ada 1.006 perda yang 

bermasalah, sedangkan Dirjen Otonomi Daerah hanya melihat 105 perda yang 

bermasalah. Pencabutan perda sendiri ternyata bukan masalah mudah. Mestinya 

pemerintah pusat, dalam ha1 ini Menteri Dalam Negeri, benvenang untuk 

mencabutnya, namun banyak daerah yang bertahan, karena perda itu disusun sesuai 

dengan aspirasi daerah dan di sahkan DPRD setempat. Merekapun inengancam aican 

membawa masalah ini ke Mahkamah Agung. Mendapat "perlawanan" seperti itu, 

pemerintah pusat malah melunak. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menyatakan 

akan mengembalikan perda bermasalah kepada masing-masing daerahnya untuk 

direvisi -tanpa memberikan batasan waktu dan saksi yang jelas 78 .  IMF dalam Lettzr 

pf Intent (Loi) yang diteken awal Desember 2001 Ialu, telah meminta pemerintah 

bertindak tegas terhadap perda yang dianggap bermasalah. " 

77 Kompas, 20 Nopember 2001 
78 Tabloid Kontan, Edisi 1 3 M  tanggal 3 1 Desember 2001. hlm. 17 
79 Kompas, 3 Januari 2002 



F Pentingnya kepastian Hukum bagi Penerima Investasi. 

Liberalisasi berdarnpak pada dua sisi. Di satu pihak pasar semalun luas 

karena pasar yang pada mulanya tertutup menjadi semakin terbuka. Di pihak lain 

berarti bahwa persaingan akan semakin tajam karena perusahaan yang semula hanya 

bergerak di bidang teritori negaranya kini menginternasional. Sementara itu kemajuan 

ilmu pengetahuan da.n teknologi komunikasi informasi telah menyatukan dunia. 

Perusahaan di suatu negara dapat saja bebas masuk ke negara lain, dan keterkaitan 

antar negara dalam kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada aspek jual beli tetapi 

sudah pada aspek produksi. Banyak perusahaan asing melakukan kegiatan 

produksinya di negara-negara lain dsngan dasar pertimbangannya adalah keunggulan 

komparatif yang masing-masing dimiliki rlegara yang memproduksi komponen yang 

bersangkutan. 80 

Dalam teori ekonomi, pemerintah dan bisnis adalah lembaga yang berbeda 

secara mendasar, sebab pimpinan bisnis didorong oleh motif laba sedangkan 

pimpinan pemerintah didorong oleh keinginan untuk kepentingan politis dan sosial 

ekonomi. Perusahaan memperoleh sebagian besar uang dari pelanggannya, sedangkan 

pemerintah dari pembayaran pajak. Perusahaan biasanya didorong oleh kompetisi, 

sedangkan pemerintah menggunakan rnon0~01i.~' 

Tidak ada yang lebih memberikan karakteristik kepada perekonomian dua 

dekade terakhir abad 20 ini, lebih dari privatisasi fungsi pemerintah. Di banyak 

Tabloid Kontan, Nomor 17 Tahun VT, 28 Januari 2002 hlm. 25 
" Busyro Mugoddas, Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII Press, Yogyakarta, 

1992. hlm. 216 



negara, mulai dari penjara, bank, jaian raya, keamanan telah berubah menjadi sektor 

swasta, pembuat keunttmgan potensial. Perubahan "kekuasaan tertinggi" dari 

perekonomian nasional ini dilihat sebagai pengakuan seluruh dunia bahwa pebisnis, 

bukan pemerintah, lebih baik dalain menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan 

oleh negara."' Privatisasi adalah salah satu tuntutan global akan usaha-usaha yang 

dilahxkan oleh pemerintah, seperti perseroan dalarn bentuk BUMN. 

Privatisasi memiliki sisi buruk. Privatisasi dapat inenyebabkan kenaikan 

tiba-tiba pengangguran karena seh3or swasta membutuhlcan karyawan lebih sedikit 

untuk menghailkan uang daripada pemerintah untuk melepaskan uang Privatisasi 

dapat juga menyebabkan kegiatan bursa saham meningkat, baik domestik maupun 

asing, karena pemilik baru mzncobs. me~laikkan modal untuk meiebarkan pabrik dan 

jasa yang dirniliki saat ini. Ketika semuanya berjalan dengan baik, privatisasi 

memberikan keuntungan kepada investor asing yang kaya untuk mencari wilayah 

baru yang bebas intervensi atau koinpetisi negara. Perusahaan domestik yang sukses 

meiakukan privatisasi akan mengirimkan sinyal yang tepat kepada pasar modal 

internasional. Nantinya pasar modal asing yang akan menentukan kesuksesan 

83 perekonomian jangka panjang, dengan demikian BUMN pun tidak bisa lepas dari 

tuntutan global akan te jadinya swastanisasi. 

Perrnasalahannya adalah kalau privatisasi yang di pilih, aset BUMN 

tersebut dilepaskan dan ha1 ini akan menjadi isu yang sensitif apabila menyangkut 

82 Jeffrey Edmund Curry, Op. Cit. hlrn. 166 
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unit-unit produksi yang penting yang dikuasai oleh negara. Hal ini masih bisa diatasi 

dengan cara bahwa yang dialihkan adalah pengelolaanya dan bukan unit produksinya 

atau asetnya. 

Menghadapi kekuatan besar yang dirniliki oleh MNC, negara berkembang 

telah lama mengupayakan agar hukum intemasional dapat membatasi aktivitas MNC. 

Hal maksimal yang dapat dicapai oleh negara berkembang adalah pembentukan DW- 

Draft Code ofconduct 012 Transnational Corporations (seianjutnya disebut "Code of 

Conduct "). Code of Conduct hingga sekarang tidak pernah ditetapkan menjadi 

resolusi PBB, apalagi perjanjian intemasionai. Hikmahanto berpendapat bahwa, 

negara berkembang mengalami kegagalan dalam usahanya membatasi kegiatan 

Muitinational Corporation (MNC) *'. Ada paling tidak empat alasan mengapa 

demikian. Pertama, bagaimanapun tidak disukai kegiatan yang dilakukan oleh MNC, 

negara berke~bang membutuhkan kehadirannya, baik dalam rangka pemasukkan 

devisa, alih teknologi, penyerapan tenaga ke j a  dan lain-lain. Kedua, pembatasan 

aktivitas MNC bukan sekedar perdebatan dalam tataran konsep, melainkan hams 

berhadapan dengan kenyataan dan praktik yang sudah lama terbentuk. Ketiga, dengan 

kekuatan yang dimiliki oleh MNC, mereka dapat memastikan bahwa ide untuk 

membatasi mereka akan gagal. Terakhir, suka atau tidak suka, krisis ekonomi yang 

melanda berbagai negara di asia clan resesi ekonomi dunia, membuat keterganiungan 

" Hikmahanto Juwono, Ht~kt~m J?rter?~usio?~al &am Ko?lJlik Kepetltiilgat~ Ekotlomi 
Negara Berkembang Negaru Maju. Pidato Upacara Penpkuhan sebagai Guru Besar tetap dalam 
Ilmu Hukum Intemasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, 10 Nopember 
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negara berkembang terhadap MNC semakin tinggi. Apalagi konsekuensi dari telah 

diratifikasinya beberapa pakta intemasional dibidang perdagangan dan investasi 

membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap serangan dari l ~ a r . ~ ~  

Modal merupakan salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Paul Krugman dalam tesisnya menggambarkan bahwa angka pertumbuhan 

86 perekonomian Asia sebetulnya didorong oleh masuknya modal asing . Negara- 

negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia adaiah negara yang memiliki 

probiem besar berkenaan dengan kelangkaan modal pembangunan dan kelangkaan 

permodalan korporasi, dengan demikian menarik modal asing adalah merupakan 

suatu keharusn bagi negara seperti Indonesia. 

Pasal 33 UUD 1945 menjadi pedoman sentral bagi pengaturan ekonomi 

Indonesia. Ekonomi hams disusun berdasarkan asas kekeluargaan; cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara; tanah dan air dan kekayaan aiam yang terkandung didalamnya 

hams digunakan untuk kesejahteraan rakyat. 87 

Insentif-insentif diberikan kepada para investor asing atau domestik agar 

mau melkukan bisnis di Indonesia dan banyak-banyak sekor industri dibuka untuk 

publik dengan retriksi yang sangat kecil. Ini termasuk sektor-sektor yang melibatkan 

'rakyat' dan 'negara', sehingga ketentuan dalam pasal33 UUD 1945 yang membatasi 

" Arief Budiman, Harapan dm Kecemasatl Mct~atq, Arab Reformasi Jt~dot~esia, 
Cetakan pertama Pen-wnting BIGRAF Publishing, Yoeyakarta 2000. hlrn. 174 

Paul Krugman, Majalah SWA Sembada, 05/XIV, 5-18 Maret 1998 
*' Arief Budiman, Op. (7it. hlrn. 178 



penggunaan surnber daya nasional oleh negara untuk kesejahteraan rakyat menjadi 

tidak berarti. Peraturan pemerintah No. 20/1994 merupakan salah satu contoh 

mengenai ha1 tersebut, tetapi masih banyak peraman 'deregulasi' yang mengijinican 

investor-investor asing mengendalikan utilitas publik dan sektor-sektor lain yang 

seharusnya dilindungi untuk kepentingan publik. 

Proses komitmen ideologis pada liberalisasi ekonomi ini mencapai 

puncaknya ketika pemerintah meratifikasi Perjanjian Marakesh dalam WCJ No. 

141994, yang dengan demikian memforrnalkan keanggotaan Indonesia di dalam 

Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO j. Pacia saat yang sama, Indonesia menjadi 

anggota Area Perdagangan Bebas ASEAN dengan menandatangani Persetujuan 

Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dalam pertemuan tinggi APEC yang dihadiri 

pula oleh para pemimpin Asia, pemerintah juga menyatakan komitmennya pada 

liberalisasi perdagangan secara penuh pada Tahun 2020. Dampak komulatifnya 

adalah bahwa Indonesia menjadi bagian dari pasar global dan menjadi apa yang 

disebut sebagai 'masyarakat tanpa batas' (borderlcss socretyl. Akibatnya, Indones~a 

kini setidaknya dalam teori, menjadi terbuka bagi segala operasi perdagangan dan 

hams tunciuk pada semua hukum ekonomi internasional. Kini terserah pada pasar 

global untuk menilai potensi ekonomi Indonesia. Ini menimbulkan tiga masalah 

utama yang berkaitan dengan implemeritasi suatu pasar terbuka. Pertama, kenyataan 

bahwa pasar tersebut terutama menilai Indonesia sebatas apakah ia bisa secara efektif 

mengeksploitasi sumber daya alamnya melalui operasi buruh murah, yang berarti 



bahwa investasi asing yang tak terkendali kemungkinan bisa sangat destmktif bagi 

Indonesia. Kedua, pemerintah hams membedakan antara pasar bebas yang 

sesungguhnya dan deregulasi sepotong-sepotong yang dirancang untuk membuka 

intervensi lebih jauh oleh negara dan kepentingan-kepentingan khusus yang terkait, 

loical atau asing. Terakhir pemerintah harus sadar bahwa dalam iceadaan hisis 

ekonomi, Indonesia sangat rentan terhadap eksploitasi oleh kepentingan-kepentingan 

asing. 88 

Reformasi hukum hams tidak ditunda lagi. Prasyarat tuntutan perubahan 

dari pasar lokal dan intemasional dan sekTor modai sudah ada di sana, icendati hanya 

icarena investomya mensyaratkan kepastian huicum untuk menanamkan modai. 

Bagaimanapun, reformasi hukum hams diperluas meiampaui perdagangan karena 

juga harus memperlancar mobilitas ekonomi. 

Proses intemasionalisme hukum perdagangan berimplikasi pacia 

implementasi internasionalime ekonomi yang mensyaratkan suatu harmonisasi 

lembaga-lembaga sosial-politiic dan hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang 

Indonesia tidak punya pilihan. Sehqor ekonominya sudah tidak bisa iagi menjadi 'jago 

kandang', mengandalkan proteksi dari pemerintah. Hai ini tidak akan mudah, karena 

akan berhadapan dengan orang-orang yang memperoleh keistimewaan-keistimewaan 

entah dari komunitas bisnis atau dari pemerintah sendiri. Ini tidak akan mungicin jika 

terjadi re-tradisionalisasi politik. Keterbukaan, kepastian dan proses check and 

balance, oieh karenanya menjadi ha1 yang sangat penting. Dengan icata lain, 



reformasi hukum ekonomi tidak seharusnya dilakukan pada basis yang terisolasi dan 

bersifat sementara, tapi hams menjadi bagian dari proses yang lebih luas, saling 

terkait dari reformasi yang merespon standar-standar internasiond. '' 
Kebijakan investasi asing yang bersifat iangsung di Indonesia diatur 

melalui Undang-undang No. 1 Tahun i967 jo Undang-undang No. i 1 Tahun 1970, 

dan Peraturan Pemerintah No. i 7  Tahun 1992 jungto PP No. 20 Tahun 1994. Pada 

era desentraiisasi diatur juga dalam bV No. 22 Tahun i999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undeng-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah, dan pada saat ini sedang disiapkan RbV PivfA dan PivfDIu' yang 

akan diharmonisasikan dengan perkembangan giobai atau liberalisasi perdagangan 

yaitu mengenai ketentuan TREvIs. 

Undang-undang No. 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang nomor 1 1 Taliun i 970 tentang Penanaman ivIodai ksing ( P N f )  dan 

Undang-undeng nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

undang nomor 12 Tahun 1970 tentang Penafiaman iviodai DaIam Negeri (PNDlfj 

harus segera ditinjau dengan sasaran membentuk satu rejim investasi untuk semua 

investor tanpa membedakan asal investasi. 

Beberapa alasan dapat dikemukakan mengapa diperlukan peninjauan 
2 

kembali Undang-undang Penanaman Modal Asing pada saat ini :'" 

R9 [hid. hl~n. 1 85 
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1. Perlunya pembaharuan acuan filosofis Undang-undang penanaman modaI seiring 

dengan acuan filosofis peraturan-peraturan terbaru yang Iebih liberal. 

2. Perlu adanya jaminan bahwa perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT yang baru yaitu 

Trade Related Investment Measures (TRIM). 

3. adanya persaingan yang semakin meningkat dari negara-negara lain di Asia dan 

bagian dunia Iainnya mengenai Penanaman Modal Asing. 

Pengaturan yang bersifat regulatoris tidak Iagi sesuai dengan kebutuhan 

yang ada. Sebagaimana diketahui saat ini terdapat perubahan filosofis pada Undang- 

undang Penanaman Modal. Perubahan ini terjadi karena adanya desakan secara 

internasiona1 yang menkinginkan adanya liberaiisasi dalam penanaman modal. 

Adanya performance requirement, restriksi tertentu, dan perlakuan diskriminatif 

antara modal asing dari modal cialm negeri merupakan isu-isu yang oleh negara- 

negara investor dikaitkan dengan masalah perdagangan. Oleh karena itulah didalan 

Putaran Uruguay juga dimasuklian dalam perjarijian mengenai Trade lielaled 

lnvestineizt Measures (TRIMS). 

Sebagai suatu negara yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan 

WTO, Indonesia tidak dapat menghindar dari perjanjian TRMs tersebut. Di lain 

pihak negara-negara Asia lainnya yang sebeluinnya bukan menjadi pesaing 

Indonesia, seperti Vietnam dan Cina, saat ini telah merevisi perundang-undangan 

penanaman modalnya sehingga dapat menarik investor asing. Hal ini merupakan 



tantangan bagi Indonesia untuk segera memperbaharui Undang-undang penanaman 

modalnya. 

Dalam melaksanakan peninjauan kembali terhadap perundang-undangan 

penanaman modal, perlu diperhatikan beberapa ha1 sebagai berikut : '' 
1. Metentuan perjanjian bilateral mengenai penanaman modal yang dibuat oleh 

pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mengingat ketentuan-ketentuan 

tersebut sudah diterima sebagai prinsip-prinsip hukum dalam penanaman modal; 

2. Pengkajian atas insentif fiskal guna menentukan apakah disatu sisi dapat 

mempengaruhi penznaman modal perusahaan-perusahaan transnasional, dan 

apakah insentif fiskal bukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan- 

ketentuan GATT11 994; 

3. Larangan keterlibaian perusahaan asing dalam perdagangan eceran (retail trade) 

dan distribusi secara potensial akan menyebabkan lemahnya keinginan untuk 

melakukan penanaman modal dalam bidang manufaktur. Pada kenyataan 

perusahaan-perusahaan asing dapat melakukan kegiatan eceran dan distribusi 

melalui kerjasama yang bersifat non-equity, seperti misalnya waralaba 

@anchising) ; 

4. Undang-undang penanaman modal perlu inemuat suatu ketentuan penyelesaian 

sengketa (arbitrase) secara lebih rinci, meskipun undang-undang arbitrase belum 

ada, karena ha1 itu akan mempercepat penyelesaian sengketa. Ketentuan arbitrase 



berkaitan dengan mekanisme bagi penyeIesaian sengketa-sengketa antara 

pemerintah dengan investor dan diantara investor swasta. 

5. Peranan yang paling tepat bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

dalain menghadapi perubahan-perubahan filosofi perundang-undangan 

penanaman modal perlu dirwnuskan dengan tegas. Dalan~ era perdagangan bebas 

dan gIobaIisasi menuntut keterbukaan, peran BKPM seyogyanya diwujudkan 

daIam pemberian bimbingan dan kemudahan. Isu yang perlu mendapatkan 

landasan hukum dalam ha1 ini meliputi sampai seberapa jauh bentuk-bentuk 

pengaturan dan peranan penyaringan masih dapat digunakan dan sampai seberapa 

jauh ha1 itu dapat meningkatlian penanaman modal, fasilitas penanaman modal, 

dan membantu investor setelah modal ditanam. 

Analisis utama perlu dibuat penyangkut semua perangkat peraturan 

investasi melalui dari tingkat Undang-undang sampai surat edaran petunjuk 

pelaksanaan dengan mengacu pada TRiMs, namun apabila reformasi hukurn 

dipersepsi sekedar mengubah peraturan atau untuk mengimplementasikan ekonomi 

pasar bebas sabagaimana disyaratkan IMF, maka signifikansinya akan terbatas pada 

konsekuensinya akan sengat membingungkan. Dalam kenyataa~lnya reformasi yang 

sesunggunhnya hams berdasarkan suatu pemikiran teoritis khusus dan harus terbuka 

bagi seluas mungkin keterlibatan masyarakat. Ketiadaan kualitas-kualitas semacam 



ini dalam reformasi kali ini merupakan problem utarna yang mengakibatkan 

keprihatinan bagi para aktivis reformasi h~kurn.~' 

Kepastian hukum adalah suatu keharusan, namun kepastian hukum yang 

dimaksud bukan kepastian yang semata-mata menuruti kemauan pihak luar/asing, 

namun kepastian hukuin yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi 

masyarakat, oleh karena itu, perangkat perundang-undangan yang ada hams memuat 

dan menjamin kepastian hukum yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi 

masyarakat. 

Tindakan hannonisasi peraturan perundang-undangan antara ketentuan 

internasional dengan ketentuan nasional memang patut dilakuican, namun tidak hanya 

sebatas mengadopsi peraturan perundang-undangan dari iuar atau yang ditentukan 

dalam ketentuan internasional, namun juga hams disinergikan dengan kepentingan 

bangsa yang tercermin dalain ketentuan nasional. 

Kontradiksi antara paham ekonomi liberai dan ekonomi kerahyatan 

sedang berlangsung, tidak sedikit kalangan yang mengambil sikap berlawanan 

dengan tuntutan global dalam pengertian tidak mau didikte oleh pihak Iuar yang 

ditunjukkan dalarn sikap penentangan terhadap LMF dan leinbaga finansial 

internasional lainnya, namun juga banyak kalangan yang beranggapan sebaliknya 

dengan menunjuklian sikap yang heroik dan nasionalisme. Kontradiksi ini membuat 

pemerintah mengalami dilema. 

92 Jeffrey Edmund Curry, 01). Cit. hlm. 135 



Kepastian hukum-lah yang dapat memberikan jalan keuar mengena arah 

kebijakan apa yang dipakai. Kepastian hukum sebagaiinana yang dimaksud di atas, 

yaitu adanya keseimbangan dalam melakukan harmonisasi ketentuan internasional 

dengan kepentingan nasional dalam pengertian sesuai dengan nilai-nilai yang ada. 

Kepastian hukum yang bersifat material dihasilkan oleh rasa keadilan yang 

proporsional, yang harus diikuti dengan kepastian hukum yang dilihat dari kinerja 

yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang 

relatif sama terhadap suatu perilaku yang inenyimpang dari norma hukum. Artinya 

masyarakat Indonesia harus siap dalam penegakkan hukum tersebut, sehingga 

eksistensi bangsa tidak terbawa dalain arus liberalisasi yang Iebih menguntungkan 

negara maju dan dapat menunjukkan harga diri sebuah bangsa. 

Icepastian hukum dalam bidang investasi asing, permasaIahannya adaIah 

kepastian hukum buat siapa, untuk melindungi kepentingan siapa, oleh karena itu 

kepastian hukum dala~n rangka ~newujudkan iklim investasi yang kondusif, bukan 

hanya untuk melindungi kepentingan sharehojder, pemilik modal, atau para 

pemegang saha~n, tapi juga harus ada kepastian huku~n untuk melindungi 

kepentingan serta hak-hak dasar dari para stakehoder, dalam ha1 ini adalah 

masyarakat daerah diinana ditanamkan investasi, sehingga kepastian hukum yang 

dimaksud adalah kepastian hukum yang objektif dan adiI. 



G Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Investasi. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom di bidang penanaman 

modal. Kewenangan Propinsi mencakup kewenangan yang bersifat lintas 

KabupatedKota dalam bidang penanaman modal Propinsi melakukan kerjasama 

dengan KabupatedKota. Sedangkan Kewenangan KabupatedKota sesuai Keputusan 

Menteri DaIam Negeri noinor 130-67 Tahun 2002 tanggaI 20 Februari 2002 tentang 

Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota di bidang penanaman Modal ada 5 

yaitu: 

I .  Kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modai, meliputi: 
* 

a) Identifikasi potensi sumber daya Daerah KabupatenIKota yang hasilnya 

disajikan daIam bentuk peta investasi Daerah KabupatedKota dan petunjuk 

(direldori) tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta 

keleinbagaan; 

b) ldentifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar 

untuk calon mitra usaha termasuk dalarn rangka kemitraan; 

c) Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah 

KabupatedKota dalam bentuk Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai 

dengan Program Peinbangunan Daerah (Propeda) KabupatedKota; 



d) Penetapan bidang usaha ungguladprioritas sesuai dengan potensi dan daya 

dukung daerah KabupatenKota dalam bentuk dafiar bidang-bidang usaha 

unggulan/Prioritas; 

e) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk 

penanainan modal, tertutup untuk PMA dan bidang-bidang usaha 

ungguladprioritas; 

f) Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha 

ungguladprioritas; 

g) Penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan; 

h) Penerapan kebijakan peinberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan 

daerah KabupatenKota; 

i) Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan t eh i s  dan bisnis bagi usaha kecil 

dan menengah; 

j) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan 

pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak 

bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi. 

2. Promosi dan ke rjasama internasional penanaman modal, meliputi: 

a) Penyelenggaraan promosi penanainan modal daerah baik di dalam maupun 

di Iuar negeri, seperti seminar, pameran, temu us~ha,  dan lokakarya; 

b) Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media 

cetak, antara lain : daftar peluang usaha dan profil proyek 



ungguladprioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, 

prosedur penanaman modal, dan dalam bentuk media elektronik, antara lain 

film, video, slide, CD ROOM dan multimedia/situs Web; 

c) Kerjasana dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BUM)  dalarn 

penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; 

d) Pelaksanaan forum temu usaha dan penjodohan bagi usaha keciI dan 

inenengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan; 

e) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan promosi 

penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; 

f) Pengiriman inisi penanaman modal ke daerah lain dan ke Iuar negeri; 

g) Penerimaan misi penanaman modal dari daerah Iain dan dari Iuar negeri; 

h) Pelaksanaan kerjasama Iuar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan 

kebijakan Pemerintah Pusat; 

i) Penyiapan materi perjanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang 

penanainan modal, seperti: kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore 

Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 

(IMT-GT), Brunei Darussalam-indonesia-Malaysia-Philippines East 

ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), dan AustraIia-Indonesia 

DeveIopment Area (AIDA); 

j) Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang 

penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha; 



k) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang lain di bidang promosi dan 

kerjasama internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang 

tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi. 

3. Pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi : 

a) Pemberian persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas 

bidang usahafproyek seIain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat; 

b) Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan 

proyek sebagaimana dimaksud dalam humf a); 

c) Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam 

rangka PMDN sebagaiinana dimaksud dala~n angka 1 ), meliputi: 

1) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT); 

2) Izin MemperkerjakanTenaga Kerja VJarga Negara Asing (IKTA) 

berdasarkan visa untuk maksud kerja yang telah disetujui oleh instansi 

yang benvenang di bidang keimigrasian; 

3) Izin Usaha Tetapllzin Usaha Perluasan; 

4) Izin Lokasi; 

5) Sertifikat Hak-hak Atas Tanah; 

6) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

7) lzin Undang-undang GangguanhIO; 

d) Pemberian perizinan pelaksanaan sebagaimana dimaksud c. pada angka 3) 

huruf b) lihusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya 



pada 1 (satu) KabupatenKota, huruf d) huruf e) huruf f )  dan huruf g) 

berlaku juga untuk perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang surat 

persetujuannya di keluarkan oleh Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM); 

e) Peinberian insentif khusus penanaman inodal yang menjadi 

kewenangannya; 

f )  Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan 

penanainan modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan 

dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi. 

4. Pengendalian penanaman modal, meliputi: 

a) Pemantauan perkernbangan pelaksanaan seluruh penanaman inodal yang 

berada di wilayahnya; 

b) Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka 

peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya; 

c) Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada 

di wi iayahnya; 

d) Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas 

ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh 

KabupatedKota; 

e) Penyelesaian perrnasalahan yang dialaini oleh perusahaan penanainan 

modal yang berada di ivilayahnya; 



f) Penyusunan laporan perkembangan seluruh persetujuan dan realisasi 

penanaman modal di daerahnya secara berkala; 

g) Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman 

modal yang belum di tetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan 

kebijakan Peinerintah Pusat. 

5 .  Sistein informasi penanaman modal, ineliputi: 

a) Pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman inodal yang 

terintegrasi dengan system informasi penanaman modal Propinsi dan 

Pemerintah Pusat (BKPM); 

bj Penguinpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN 

dan PMA; 

c) Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah. 
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ART1 PENTINGNYA INSENTIF DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK 

MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF 

PADA ERA OTONOMI DAERAH 

A. Arti Pentingnya Insentif di Bidang Perpajakan untuk Menciptakan Iklim 

Investasi Pada Era Otonomi Daerah. 

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(UU No. 32 Tahun 2005), secara fundamental telah mengubah tata kehidupan 

bernegara di Indonesia. Sentralisme yang dulu berkembang, tersontak menjadi 

berubah dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

93 perundang-undangan . Dengan prinsip otonomi ini, maka tenvujudlah daerah 

otonom, yaitu kesatuan masyarakat h d m n  yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang benvenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 94 . . 

93 Pasal 1 ayat (5) UU. No. 32 Tahun 2004 
94 Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti 

daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang 
rnenjadi urusan Pemerintah yang.ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah rnemiliki kewenangan 



Otonomi pada prinsipnya memang berusaha mendorong potensi daerah 

agar berkembang menurut preferensi daerah itu sendiri sesuai dengan aspirasi 

masyarakat yang terus berkembang, karena hanya orang-orang daerahlah yang 

mengetahui persoalan, potensi dan preferensi masyarakatnya dalam membawa ke 

arah mana pembangunan dilaksanakan. Selain itu keberagaman yang . ada .- membuat 
. - 

konsep pembangunan sentralistik tidak lagi memiliki piakan. Keberagaman berbagai 

daerah dengan sendirinya akan mengarah pada spesialisasi inasing-masing daerah 

sesuai dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan letak geografis 

dalam meningkatkan kemakrnuran. 

Pelaksanaan otonomi daerah memang telah banyak meniinbulkan ekses 

negatif Banyak langan pelaku usaha yang mengeluh dengan banyaknya berbagai 

pungutan yang tak memilih landasan pijakan yang kuat. Berbagai jenis pajak dan 

retribusi baru bem,unculan sehingga membebani kegiatan usaha. Belurn lagi prakik 

korupsi yang hampir merata di seluruh daerah. Sementara itu pelayanan publik justru 

cenderung memburuk, pembangunan infrastd-tur dikesampingkan. Pendek kata 

otonomi baqak dikeluhkan oleh dunia usaha karena "anti-bisnis". 95 

Dikalangan investor pun mengeluhkan pelaksanaan otonomi daerah, 

dimana daerah cenderung menciptakan birokrasi yang makin panjang. Padahal, 

kebijakan investasi yang dikembangkan adalah meningkatkan pelayanan investasi 

membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan 
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat 

95 Faisal H. Basri, "Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah". Jurnal H u h  Bisnis Vol. 
22 No. 5 Tahun 2003. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. Hlm. 7 . . 



secara cepat, tepat, dan akurat dalam pelayanan satu atap. Apabila stabilitas politik 

yang didukung iklim kondusif terus dipellhara, bukan tak mungkin banyak sektor bisa 

digarap serius. Meskipun prospek investasi sangat terbuka, persoalan praktik 

birokrasi yang lebih panjang bisa menjadi kendala. Terlebih insentif investasi belurn 

juga diberikan oleh pemerintah kabupatenipemerintah kota, sarana dan prasarana 

investasi masih terbatas, persepsi aparat terhadap investasi masih beragam, serta 

sering muncul gangguan dari oknum atau lembaga yang dapat mempengaruhi 

9G aktivitas usaha, seperti masalah perburuhan, pencemaran, dan isu lingkungan. , 

Sepak terjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi, 

menimbulkan kekhawatii-an bagi investor inaupun negara sahabat yang ingin 

menanam icvestasinya di Indonesia. Mereka menilai, daerah-daerah sekarang ramai- 

ramai membuat peraturan daerah, baik menyangkut pajak maupun retribusi untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing. Para investor ketakutan 

karena banyaknya pungutan yang harus dikenakan kepadannya, sementara jaminan 

keamanan dan hukum tidak ada kepastian. Ini artinya, mereka akan sulit melakukan 

investasi kalau dikenakan lagi berbagai pungutan, sementara jaminan keamanan 

berusaha tidak ada karena investor mau datang ke suatu negara atau daerah karena 

bisnis, maka perlu adanya jaminan dalam melakukan akt i~i tasn~a. '~  - 

Deputi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yus'an 

mengatakan bahwa salah satu penyebab malun rendahnya realisasi investasi asing di 

96 Kompas 4 September 2005 
97 Kompas, 5 September 2005 



Indonesia adalah banyaknya peraturan daerah yang terbit sejak undang-undang 

pemerintahan daerah lahir. Lebih dari 2.000 Perda " ikut menghambat rendahnya 

realisasi investasi, meskipun para investor telah mengantongi izin investasi di 

. Indonesia dari BKPM. Atas izin tersebut tidak serta investor dapat langsung 

merealisasi proyek investasinya, karena ada ketentuan perizinan daerah lain yang 

hams di penuhi. Proses perizinan yang paling lama memakan waktu adalah pada saat 

pengesahan badan hukum, pengurusan surat izin tempat usaha, izin mendirikan 

bangunan (IMB), hak atas tanah dan pembebasan tanah. 99 

Yus'an mengaku, BKPM sulit merealisasikan penyelenggaraan investasi 

dalam satu atap (one roof systelzl). Proses perizinan terlambat di hampir semua 

departemen teknis. Departemen teknis dan otonomi daerah ikut mengambil andil 

besar terhadap anjlolcnya realisasi investasi di daerah. Belum lagi dengan banyaknya 

ketentuan pa;ak dan retribusi daerah yang hams dibayar investor. Sebagai contoh, 

pengenaan Pajak Perta~nbahan Nilai (PPN) 10% sudah lama di bebaskan di Batam 

sebagai zona perdagangan bebas. Tapi, belakangan ini, pemerintah daerahnya telah 

memungut kembali melalui peraturan daerah ahbatnya banyak kalangan investor 

yang enggan berinvestasi di Batam. 100 

Persoalan tidak adanya insentif pajak bagi investor yang menanamkan 

modalnya di Indonesia, menjadi persoalan penting bag investor. Indonesia selama ini 

98 KADTN mencatat 1.006 Perda, sedangkan Di jen Otonomi Daerah hanya melihat 105 
Perda yang bermasalah. 

99 Investor Daily, 15 Februari 2005 
'00 Ibid 



dinilai oleh kalangan investor "pelit" dalam memberikan insentif bagi pengembangan 

industri kepada investor, dibandingkan dengan negara lain di wilayah ASEAN. 

Padahal, mas& tidaknya investasi baru dan tambahan ke Indonesia, selain adanya 

tuntutan jaminan stabilitas politik, ekonomi, juga seberapa besar pemerintah mampu 

mernberikan insentif kepada investor asing yang sudah lama dan memiliki komitmen 

untuk mengembangkan industri di Indonesia. 

Presiden Direktur PT. Panasonic Manufacturing Indonesia Horikawa 

Shuji, mengatakan bahwa banyak investor Jepang yang mengeluh dengan tidak 

adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi pengembangan 

industri kepada investor pionir yang sudah lama berproduksi di Indonesia. Pajak yang 

selama ini dikenakan terhadapnya dirasa sangat memberatkan investor. 101 

Menurut Horikawa Shuji, sudah 33 (tiga puluh tiga) tahun Matshusita 

rnelakukan usaha patungan dengan National Gobel di Indonesia. Selama itu, 

kornitmen raksasa elektronika Jepang ini tidak pernah kendur untuk rnembangun 

industri di Indonesia meski digernpur tiga kali devaluasi dan krisis ekonomi. 

Semangat Matshusita tetap tinggi mengembangkan industri di Indonesia. Bahkan, 

berkomitmen untuk menarik investasi produk komponen, pendukung, dan produk 

elektronika yang berorientasi ekspor. Namun, perhatian pernerintah'tidak maksimal 

dibandingkan dengan yang diberikan Pemerintah Malaysia dan Thailand. Oleh karena 

itu, pemerintah diminta memberi perhatian dan insentif khusus bagi investor yang 

sudah lama dan bertahan di Indonesia. Apalagi, jika industri itu melakukan usaha 

101 Kompas, 1 Desember 2005 



patungan dengan baik, penjualannya meningkat, jumlah pekerjanya bertambah, dan 

pajak yang dibayarkan kepada negara terus meningkat seiring membailmya bisnis 

tersebut. Jadi, investor lama tetap butuh insentif khusus tersebut. Insentif khusus ini 

dibutuhkan untuk mendorong tumbuhnya investasi baru maupun tambahan, di 

sarnping untuk meningkatkan daya saing. 102 

Gambaran diatas, menunjukkan bahwa iklim investasi di era otonomi 

daerah tidak cukup mengembirakan dan memperparah presepsi risiko investasi di 

Indonesia, yang sebelumnya tingkat resiko investasi ini memang sudah tinggi. Hal ini 

disebabkan karena implementasi otonomi daerah yang mendorong pemerintah daerah 

mencari sumber pendapatan baru dengan memungut berbagai pajak dan retribusi 

yang pada akhirnya menjadi sumber ekonomi biaya tingg dan berpotensi 

meningkatnya biaya dan menurunkan daya saing perusahaan, juga merupslkan salah 

satu alasan investor dalam mempertimbailgkan investasinya di Indonesia. Banyak 

daerah yang bersemangat untuk memperbesar pendapatan asli daerahnya dengan 

melakukkan kebijakan-kebijakan anti pasar dan menghambat perturnbuhan investasi 

di daerah menjadi persoalan dan pendulum besar dalam iklim investasi yang kondusif 

di Indonesia. 

Kebijakan otonomi daerah bukanlah penyebab dominan tidak kondusifnya 

iklim investasi di Indonesia. Otonomi daerah adalah pilihan rasional dalam rangka 

demokratisasi. Ekses-ekses yang timbul bermuara pada persoalan kearnanan, 



stabilitas politik, kepastian hukum dan pentingnya kebijakan-kebijakan yang 

mendukung iklim investasi kondusif. 

Pada acara penandatanganan 46 (empat puluh enam) kontrak investasi di 

bidang migas senilai 4,243 miliar dollar AS dan pembukaan konferensi Biinasena 

Intenzational Energy and Mineral (BIEM) 2005. Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono menya~npaikan sambutannya bahwa pemerintah akan menjaga iklirn 

investasi tetap kondusif, dengan menyederhanakan regulasi dan melaksanakan 

transparansi. Selain itu, Presiden juga menjanjikan semacarn insentif bagi investor 

yang menanarnkan investasi jangka panjang, meningkatkan kemampuan surnber daya 

manusia, dan melaksanakan alih teknologi di Indonesia. 103 

Pernyataan tersebut ditegaskan dan diperjelas kembali oleh Menten 

Keuangan Jusuf Anwar (sebelum direshufel) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak 

Departemen Keuangan Hadi Purnomo, yang menyatakan bahwa Untuk mendorong 

peningkatan investasi di Indonesia, pemerintah pada tahun 2005 ini telah menyiapkan 

sejumlah insentif pajak bagi para pelah usaha. Insentif itu meliputi iizvestmerzt 

allowance, penghapusan dipercepat (accelerate of depreciation), kompensasi 

kerugian (offseting losses), dan penurunan pajak dividen. 104 

Penghargaan investasi itu akan diberikan sebesar 30 persen untuk masa 

enam tahun. Jadi, pengusaha itu akan mendapat penghargaan 30 persen dikalikan 

nilai investasinya sehingga setiap tahun akan mendapat penurunan pajak atas dividen 

103 Kompa.~, 12 Desember 2004 
104 http://www.kompas.corn/kompas%2Dcetak/05O 1/04/ekonomi/l477556. htm 



sebesar lima persen. Insentif pajak atas dividen ini diberikan untuk daerah tertentu 

dan usaha tertentu yang sebelumnya tak ada insentif itu. Daerah tertentu dan usaha 

tertentu masih akan ditentukan oleh instansi lain, seperti Badan Koordinasi dan 

Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perdagangan. 105 

Insentif penghapusan dipercepat diperuntukan untuk kalangan pengusaha 

yang sebelumnya mendapatkan penghapusan dipercepat hams menunggu lima tahun, 

kini hanya hams menunggu dua tahun. Kalau penghapusannya lebih tinggi, berarti itu 

akan menambah harga pokoknya sehiagga pengusaha akan menuai keuntungan lebih 

cepat. Sedangkan insentif pajak lainnya adalah pajak dividen yang sebelumnya 

ditetapkan sebesar 20% akan dikurangi menjadi 10%. Insentif berikutnya adalah 

kompensasi kemgian dari 5 (lima) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun. Artinya, kalau 

ruginya selama ini hanya lima tahun, sekarang bisa sampai sepuluh tahun pengusaha 

bisa tidak diperhitungkan dengan pajak. lo" 

Kebijakan pemberian insentif pajak tersebut diharapkan bisa direalisir 

sebelum adanya Infrastructure Suinmit tanggal 17 Januari 2005 pada walitu itu. 

Sebagaimana disarnpaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal 

Bakne di sela-sela konferensi Birnasena Inter.national Energy and Minirzg @IEkr) 

2004 di Jakarta, bahwa Pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan 

pemerintah yang memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada investor dl sektor 

minyak dan gas di Indonesia. Sejumlah insentif perpajakan yang akan diberikan 



pemerintah untuk mendorong investasi di sektor migas, antara lain pembebasan bea 

masuk dan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) selama eksplorasi. 

Presiden Exxoiz Mobil Corporation, Rex W Tillerson menyambut hangat 

rencana pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang tetap kondusif di Indonesia 

yang merupakan sinyal positif bagi investor asing untuk datang dan menanamkan 

modalnya di Indonesia. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk 

membuat daya tarik invzstasi menarik bagi semua, memberikan perlakuan yang 

setara, baik kepada pihak lokal maupun asing, termasuk juga dalam eksplorasi migas. 

Karena dalam periode terakhir ini kegiatan eksplorasi migas di Indonesia praktis 

menurun. Hal ini membuat Indonesia kini menjadi negara pengimpor minyak bersih 

dari sebelumnya mengekspor. 107 

Meskipun demikian, pada awalnya kebijakan insentif pajak ini 

menimbulkan pro kontra antara instansi yang terkait. Dirjen Pajak Hadi Purnomo 

mengatakan, jika dipaksakan, pemberian insentif untuk kebijakan ekonomi yang 

mengacu pada pemberdayaan sumber daya dalam negeri (inward 1ookiiz;l dapat 

merusak sistem yang sudah ada, karena pemberian insentif pajak talc dapat dilakukan 

untuk kepentingan sesaat. Dalam pemberian insentif pajak, ha1 terpenting yang perlu 

diperhatikan adalah jangan sampai sistem perpajakan terganggu, Sekalipun untuk 

kebijakan ekoi~omi nasional. Oleh karena itu, jika pemerintah serius hendak 

menerapkan kebijakan inward looking, semua pihak terkait harus membahas bersama 

ha1 tersebut. Hal senada juga disampaikan, mantan Menkeu Bambang Sudibyo yang 

lo' Koinpa.~, 8 Januari 2005 



mengemukakan, bahwa Indonesia perlu menempuh kebijakan inward looking dengan 

memberdayakan pasar dan perekonomian domestik, mengingat situasi perekonomian 

global yang tidak ramah saat ini. log 

Terkait dengan seberapa banyak penerimaan pajak dapat dikurangi untuk 

menggulirkan kebijakan ekonomi inward looking. Hadi Purnomo mengatakan bahwa 

untuk tahun ini alokasi kerugian potensial pajak untuk pemberian insentif mencapai 

sekitar Rp 6 triliun dari target penerimaan pajak tahun 2005 ini sekitar Rp 2 13,8 

triliun. Namun yang menjadi persoalan bukanlah angka, melainkan apa pengaruh 

pemberian insentic pajak untuk kebijakan tersebut terhadap keseluruhan sistem 

perpajakan karena jangan sampai sistem rusak dengan adanya kepentingan sesaat 

yang dipaksakan, maka kita harus melihatnya secara hati-hati. log 

Lebih jauh Kamar Dagang Indonesia ( W I N )  sebagai representasi 

kalangan pengusaha mengatakan bahwa kalangan dunia usaha lebih menginginkan 

sistem perpajakan di Indonesia lebih ramah atau business friendly terhadap dunia 

usaha. Sebab, ha1 itu lebih penting guna mendukung iklim investasi yang lebih 

kondusif di Indonesia, yang penting adalah sistem pajak yang business friendly dan 

bukan fasilitas pajak. Hal ini disampaikan dalam merespon Rancangan Undang- 

Undang Pajak yang sedang dibahas Panitia Khusus DPR "O. Dalam pandangan 
. 

"O Rancangan Undang-Undang Pajak menawarkan berbagai insentif kepada dunia usaha, 
misalnya pembebasan pajak pertambahan nilai produk pertanian dan tarif dividen diturunkan menjadi 
15 persen. Selain itu, pembebasan pajak untuk hibah dan sumbangan dan dimasukkannya barang 
tambang menjadi obyek pajak. Pemerintah menghitung, berbagai insentif itu akan mengurangi 
pendapatan negara Rp 35 triliun 



KADIN, dengan iklim investasi yang lebih kondusif, penerimaan negara akan 

tercapai seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab apapun 

fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong penanaman 

modal tidak akan ada manfaatnya, karena investor paham bahwa setelah melakukan 

investasinya, mereka akan berhadapan dengan sistem perpajakan di Indonesia yang 

l'tidak ramah". ' I '  

Oleh karena itu, KADIN mengusulkan sistem perpajakan yang ramah 

bisnis dengan karakteristik seperti sesuai dengan asas-asas perpajakan yang berlaku 

secara internasional dan menganut prinsip kesetaraan dengan memberikan 

yerlindungan terhadap hak dan kewajiban pembayar pajak. Selain itu, U~dang- 

Undang Pajak hams memiliki ketentuan jelas, transparan, dan mengandung ~epastian 

hukum. Dengan demikian, tidak diinterpretasikan berbeda-beda oleh aparat pajak, 

sekaligus menghindari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 112 

Akhirnya Pemerintah bersama Dewan Penvakilan Rahyat (DPR), sepakat 

untuk memberlakukan ketentuan mengenai insentif dalam bentuk keringanan dan 

pemberian fasilitas pajak bagi dunia usaha dan calon investor di Indonesia. Langkah 

ini ditempuh dalam rangka mendorong dan mempercepat pemulihan (recovery) 

ekonomi. Isentif pajak yang diberikan pemerintah ini mengenai tax allowance 

11' Koran Tempo, 30 November 2005 
'I2 Ibid. 



(kelonggaran pajak) pada sektor-sektor tertentu dan daerah-daerah tertentu serta 

keringanan pajak. l3 

Hal ini tertuang dalam program 100 hari pertama ke~ja Kabinet Indonesia 

Bersatu bahwa di bidang perpajakan, Pemerintah akan memberi berbagai insentif 

pajak guna menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, sehingga High cosf 

ecoizomy diharapkan menjadi low cost economy. Kebijakan tersebut diharapkan dapat 

mendorong terciptanya iklim yang nyaman bagi dunia usaha dan investasi, sehingga 

investor dalam maupun luar negeri merasa nyaman berada di Indonesia. Sebagai 

contoh kebijakan insentif pajak ini adalah insentif perpajakan yang akan diterapkan 

itu antara lain penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk produk 

minuman, kecuali minuman yang beralkohol, dengan menaikkan batas pendapatan 

tidak kena pajak (PTKP), restitusi pajak yang dipercepat, dm. penurunan tarif pajak 

114 penghasilan(PPh) atas dividen dari 20 menjaQ 10 persen . Oleh karena itu, 

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tahun 2005 sebagai tahun Indonesia sinergi. 

Penetapan tahun 2005 sebagai tahun Indonesia sinergi dituangkan dalam 

cetak biru (blue print) kebijakan Ditjen Pajak. Penetapan cctak biru ini dimaksudkan 

untuk mencapai tuj uan perpaj akan nasional, yaitu mewuj udkan kemandirian 

pembiayaan APBN serta kesejahteraan masyarakat. Cetak biru Ditjen Pajak juga 

menj adi landasan kebijakan perpaj akan (tax policy), sehingga tugas Ditjen Pajak 

' I 3  http://~~~~.kompa~.~omkompa~%2Dcetak/OSOl/04/ekonomill477556.htm 
~edia~ndonesia, 04 November 2004 

'I5 www.klikpaiak.com. 22 Maret 2005. tercantum dalam cetak biru (blue prinl) 
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. 



dalam menghimpun penerimaan negara dapat dilakukan dengan terarah, terukur, dan 

berkesinambungan dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip pelayanan perpajakan 

yang baik dalam kerangka good governance. Arti Indonesia Sinergi dalam perpajakan 

adalah semua unsur-unsur yang ada dalam proses perpajakan terutama lembaga 

(institusi) terkait turut dan bersama-sama melakukan kegiatan perpajakan sesuai 

ketentuan, sehngga penerimaan pajak optimal. Terdapat tiga langkah dalam 

membangun dan menggerakkan Indonesia Sinergi dalam perpajakan. 1 lG 

1. Menyempurnakan dan memanfaatkan N~mor  Identitas Tunggal (Single 

Identification Number, SIN), yang telah dirancang sejak 2003. Setiap instansi 

pemerintah memberi nomor identitas sendiri (misalnya KTP, paspor, NPWP, 

SIUP, dan lainnya). Walaupun pemilihya satu orang, karena instansi yang 

mengeluarkan berbeda, masing-masing memiliki nomor tersendiri yang berbeda 

satu sama lain. Dengan SIN, seorang penduduk hanya inemiliki satu nomor 

identitas yang berkaitan dengan pelayanan negara. Sehingga akan dengan inudah 

diketahui, apakah seseorang telah memililu NPWP atau belum. 

2. Menyempurnakan 640 titik jaringan komunikasi, antara lain untuk data, radio, 

video conference, dan lainnya. Pembangunan jaringan komunikasi ini telah 

dilakukan sejak tahun 2002, sehngga komunikasi antar kantor pajak dapat 

dilaisukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Dengan penyempurnaan ini, sistem 

informasi dan komunikasi yang dibangun akan lebih efektif dan akurat. Sehingga 



tugas pelayanan, pengawasan dan penyuluhan pajak kepada masyarakat dapat 

berjalan optimal. 

3. Data pihak ketiga secara otomatis mas& ke SPT untuk pembanding. Dengan 

langkah ini, akan dengan mudah dan cepat diketahui, apakah seseorang telah 

benar mengisi SPT-nya. Bila tidak benar, maka seketika &pat diterbitkan 

tagihan pajaknya. 

Untuk itu, instansi terkait hams bersinergi secara bersama &lam dua sisi 

kegiatan, yaitu pengumpulan dana melalui pajak, dan juga penyediaan kebutuhan 

masyarakat (pengeluaran). Dalam pengurnpulan pajak, banyak kendala yang harus 

dituntaskan. Pertama, adanya aturan atau ketentuan yang bertentangsln dengan 

perundang-undangan. Xedua, minimnya akses Ditjen Pajak guna perolehan data miiik 

wajib pajak yang ada di berbagai unit, baik itu pemerintah maupun badan usaha milik 

negara, dan lainnya 

Dari uraian di atas, nampak bahwa insentif pajak daIam investasi 

mempunyai arti penting dalam mendorong terciptanya ikliin yang kondusif nyaman 

bagi dunia usaha &;I investasi, sehingga investor dalam maupun luar negeri merasa 

nyaman dalarn menanamkan modalnya di Indonesia. Arti pentingnya insentif di 

bidang perpajakan &pat dirasakan oleh investor yang akan menanainkan modalnya 

dan Indonesia sendiri yang akan menerima serta sebagai tempat tujuan investasi. 

1 Arti Penting Insentif Pajak bagi Investor. 



Bagi kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan mengurangi 

biaya yang hams dikeluarkan untuk membayar berbagai kewajiban pajak yang 

dikenakan kepada investor. Seperti kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) 

yang besarnya sampai 50% dari total investasi yang telah dikeluarkan, namun dengan 

insentif pajak maka investor akan mendapat pemotongan PPh hingga 30% dari total 

investasi. Jadi semakin besar investasi yang dikeluarkan akan semakin besar pula 

pemotongan PPh selama periode lima tahun itu ' I 7 .  Ini berarti pemerintah Indonesia 

seolah-olah mengembalikan modal mereka lewat pemotongan pajak tadi. "' 
Demikian halnya dalam pajak dividen atas rerurn nilain investasi yang 

diperoleh investor juga mengalami penurunan, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 20 

persen akan dikurangi menjadi 10 perssn. Penghargaan investasi itu akan diberikan 

sebesar 30 persen untuk masa enam tahun. Jadi, pengusaha itu akan mendapat 

penghargaan 30 persen dikalikan nilai investasinya sehingga setiap tahun akan 

mendapat penurunan pajak atas dividen sebesar lima persen 'I9.  Namun Insentif pajak 

atas dividen ini diberikan untuk daerah tertentu dan usaha tertentu yang sebelumnya 

tak ada insentif itu. "O 

Insetif pajak lainnya adalah penghapusan dipercepat (accelerate of 

depreciation) dan kompensasi kerugian. Adanya insentif pajak penghapusan 

l7 Rj,vni.v Indonesia, 25 Juli 2005. 
Dengan asumsi investasi Rp1,7 triliun, maka dalam perhitungan rngi-laba, pemerintah 

memperkirakan keuntungan itu barn bisa diraih pada tahun keempat, yaitu sekitar Rp39,4 miliar dan 
mencapai lebih dari Rp400 miliar pada tahun ke-1 1 

119 . http://www.kompas.comfl<ompas%2DcetaM05O 1/04/ekonomi/ 1477556.htm 
12' Daerah tertentu dan usaha tertentu ditentukan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman 

Modal (BKPM) dan Departemen Perdagangan 



dipercepat akan menguntungkan invenstor dimana dulu investor yang sebelumnya 

mendapatkan penghapusan dipercepat harus menunggu lima tahun, kini hanya harus 

menunggu dua tahun. Sehingga kalau penghapusannya lebih tinggi, berarti itu akan 

menambah harga pokoknya sehingga pengusaha akan menuai keuntungan lebih cepat. 

Sedangkan insentif pajak dalam kompensasi kerugian diberikan dari lima tahun 

menjacb 10 tahun. Artinya, kalau ruginya selama ini hanya lima tahun, sekarang bisa 

sampai 10 tahun pengusaha bisa tidak diperhltungkan dengan pajak. Hal ini akan 

mengurangi beban investor apabila mengalami kerugian dalam menjalankan investasi 

dengan waktu yang cukup lama, yaitu sepuluh hhun. 

Keuntungan terbesar dengan adanya kebijakan insetif pajak ini, dirasakan 

oleh para pengusaha dan investor yang bergerak dan berinvestasi di sektor migas. 

Karena pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang memberikan sejumlah 

insentif perpajakan kepada investor di sektor minyak dan gas di Indonesia. Insetif 

pajak ini dalam bentuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) terhadap barang- 

barang modal impor bagi pengusaha eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun 

kebijakan ini harus diiringi dengan kewajiban mereka untuk mere-ekspor barang- 

barang modal yang telah rusak dan tidak bisa digunakan lagi dan dunia usaha di 

dalam negeri bersedia menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab. Karena 

pemerintah masih menemukan pengusaha yang kebingungan atas masalah 

perpanjangan izin keberadaan barang-barang modal impor yang mereka gunakan. 



Pemerintah akan mempertimbangkan masalah penghapusan PPn itu dengan fokus 

utama perbaikan iklim investasi di dalam negeri. 

Bagi kalangan investor selain insentif pajak atas investment allowance, 

penghapusan dipercepat (accelerate ofdepr.eciatiorz), kompensasi kerugian (ofseting 

losses), dan penurunan pajak dividen, ada 3 (tiga) insentif pajak lain yang diharapkan 

khususnya investor lama yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, 

keringanan dan kemudahan bagi industri yang melakukan aktivitas penelitian dan 

pengembangan di Indonesia dan kemudahan dalam depresiasi mesin produksi. 

Kemudahan dan insentif investasi itu sebaiknya tidak sekadar diberikan kepada 

industri baru maupun yang pionir, tetapi juga investor lama, misalkan apa yang 

peinerintah Indonesia bisa berikan kepada para investor yang sudah 33 tahun lebih 

melaidcan investasinya di Indonesia. 121 

Dengan demikian arti penting insentif pajak bagi investor selain 

mengurangi beban biaya yang harus bayar dalam rnenjalankan investasinya, juga 

memberikan kemudahan untuk mengembangkan investasinya ke sektor atau 

inhstri  lainnya di daerah- daerah. Kemudahan pengembangan investasinya karena 

adanya kebijakan dari pemerintah melalui insentif pajak bagi para investor yang akan 

mengembangkan usahanya melalui investasi baru. Jenis insentif pajak untuk investasi 

baru ini seperti percepatan periode anzortisasi, perpanjangan periode untuk 

mengkompensasi kerugian pada kinerja keuangan d i  tahun-tahun berikutnya. 

Sebelumnya, kompensasi kerugian itu dibatasi untuk tidak dicatatkan pada laporan 

12' Kompas, 29 Nopember 2005 



keuangan tahun-tahun berikutnya, atau sangat terbatas pemberian tenggang 

waktunya. Pengurangan pengenaan pajak atas dividen juga akan masuk dalam 

insentif pajak itu. 

Atas kebijkan tersebut, juga menetapkan daerah-daerah berstatus sebagai 

area perdagangan bebas Vree trade area), seperti Barelang yang terdiri dari 42 pulau. 

Pemberian status itu didasarkan pada pengalaman Batam yang telah mendapatkan 

status itu. Arti dari pemberian status itu adalah akan banyak pajak-pajak yang 

dibebaskan atau intensitas pemungutan pajaknya tidak sebesar di area yang tidak 

berstatusfree trade area. 122 

Dengan adanya insentif pajak yang menarik minat dan gairah investor 

untuk menailamkan modalnya di Indonesia akan menciptakan iklim investasi yang 

kondusif. Kondusifnya iklim investasi didukung dengan adanya peran pemerintah 

dalam mewejudkan iklim investasinya melalui berbagai fasilitas kemudahan dalam 

investasi, disamping faktor makro dan mikro ekonomi yang berkembang. Ikliin 

investasi adalah selnua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang 

berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di lnasa datang, yang bisa 

mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi (Stern 2002). Tiga 

faktor utalna dalam ikliln investasi inencakup: "' 
=- 

a) Kondisi ekonoini makro- tennasuk stabilitas ekonorni makro, keterbukaan 

ekonomi, persaingan pasar, dan stabilitas sosial dan politik. 

122 Kompas, 15 September 2005 
123 Key Indicators, 2004, ADB dan World Development Indicators Online, World Bank. 



b) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, 

perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan 

keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil. 

c) Infrastruktur- inencakup antara lain sarana transportasi, teleko~nunikasi, listrik 

dan air. 

Iklim investasi yang sangat kondusif merupakan jaminan bagi masuknya 

investasi di sebuah negara. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil dan 

pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi ditopang oleh sektor konsumsi, tapi sudah 

didorong oleh investasi menjadi bukti bahwa iklim investasi Indonesia sudah 

kondusif dan berada dalam jalur yang benar ditambah lagi dengan adanya kebijakan 

insentif di bidang perpajakan akan mendukung terciptanya iklim investasi yang 

kondusif di Indonesia. Sehinga akan terciptanya arus modal m a s k  ke Indonesia yang 

berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan usaha 

dan kerja yang tumbuh berkembang. 

2. Arti Penting Insentif Pajak bagi Penerima Investasi. 

Dalam teori ekonomi, pemerintah dan bisnis adaiah lembaga yang berbeda 

secara mendasar, sebab pimpinan bisnis didorong oleh motif laba sedangkan 

pimpinan pemerintah di dorong oleh keinginan untuk kepentingan politik dan sosial 

ekonomi. Perusahaan memperoleh sebagian besar uang dari pelangganya 



(konsumen), sedangkan pemerntah dari pembayaran pajak. Perusahaan biasanya 

didorong oleh kempetisi sedangkan pemerintah biasanya menggunakan monopoli. 12' 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa orientasi antara pemerintah dan 

pelaku usaha (pengusaha) dan sumber pendapatan atau penerima berbeda. Pemerintah 

sebagian besar peneriinaan dana berasal dari pajak, sedangkan pengusaha keuntungan 

dari bisnis. Sehingga jika dalam bisnisnya ada kebijakan pengenaan insentif pajak 

maka akan menguntungkan dalarn pendapatan disamping mengurangi beban biaya 

yang hams dikeluarkan, sedangkan bagi pemerintah insentif pajak hanya memberikan 

kemudafian dan menarik para pelaku usaha khususnya investor untuk inenanamkan 

modal di Indonesia. Dengan realisasi keuntungan dalam jangka wah?u yang cukup 

lama. Oleh karena itu, Ditjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan untuk ineinbiayaii 

alokasi kerugian potensial pajak dalarn rangka pemberian insentif pajak mencapai 

sekitar Rp 6 triliun. Namun demikian, kerugian potensial tersebut dapat dikurangi 

bilamana pemerintah mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia. 

Untuk mendukung penerimaan negara dari pajak tidak merugi, Ditjen 

Pajak menetapkan dalam cetak birunya bahw tahun 2005 sebagai tahun Indonesia 

Sinergi. Penetapan. cetak biru ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan perpajakan 

nasional, yaitu-mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN serta kesejahteraan 

inasyarakat. Guna mewujudkan kemandirian pembiayaan dan kesejahteraan 

124 Theo F. Toemina, "Kapan Kepercayaan itu Pulih ", Tabloid KONTAN No. 17 Tahun 

VI, 28 Januari 2002. hlm. 23 



masyarakat, ditilik dari sistem anggaran hams tersedia dana, serta public goods and 

services yang tepat sasaran. Untuk ity instansi terkait harus bersinergi secara 

bersama &lam dua sisi kegiatan, yaitu pengumpulan dana melalui pajak, dan juga 

penyediaan kebutuhan masyarakat (pengeluaran). Dalam pengumpulan pajak, banyak 

kendala yang hams dituntaskan. Pertama, adanya aturan atau ketentuan yang 

bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, minimnya akses Ditjen Pajak 

guna perolehan data milik wajib pajak yang ada di berbagai unit, baik itu pemerintah 

maupun badan usaha milik negara, dan lainnya. 123 

Dalam ha1 ketentuan tentang perpajakan, sekarang ini pemerintah bersama 

DPR sedang membahas lima RUU Pajak. Kelima RUU tersebut adalah Ketentuan 

Umum Perpajakan (KUP), RUU tentang Perubahar~ Undang-Undang Pajak 

Penghasilan (PUPP), RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), RUU tentang 

Pokok-Pokok Pikiran dan Pokok Perubahan Undang-Undang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan RUU tentang Penagihan Pajak (PP). 

Rancangan Undang-Undang Pajak menawarkan berbagai insentif kepada 

dunia usaha, misalnya pembebasan pajak pertarnbahan nilai produk pertanian dan 

tarif dividen diturunkan menjadi 15 persen. Selain itu, pelnbebasan pajak untuk hibah 

dan sumbangan dan dimasukkannya barang tambang menjadi obyek pajak. 

Pemerintah menghitung, berbagai insentif itu akan mengurangi pendapatan negara Rp 

125 www.klikpajak.com 
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35 triliun. Meskipun demikian, perkembangan dunia usaha dan iklim investasi akan 

berkembang baik dan kondusif. 

Oleh karena itu, kalangan dunia usaha lebih menginginkan sistem 

perpajakan di Indonesia lebih ramah atau business friendly terhadap dunia usaha. 

Sebab, ha1 itu lebih penting guna mendukung iklim investasi yang lebih kondusif di 

Indonesia fasilitas pajak. Dengan iklim investasi yang lebih kondusif, penerimaan 

negara akan tercapai seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sebab, apa pun fasilitas perpajakan yang diberikan sebagai umpan untuk mendorong 

penanaman modal tidak akan ada manfaatnya, karena iilvestor paham bahwa setelah 

melakukan invesbsinya, mereka akan berhadapan dengan sistem perpajakan dl 

Indonesia yang "tidak ramah". 

Kekhawatiran tersebut dapat dimzngerti, namun yang lebih penting tujuan 

pemerintah dalarnmenciptakan ikli~n investasi yang kondusif dapat direalisasikan 

karena kedepan akan memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan investasi 

dan pembangunan ekonomi yang lebih berkembang. Oleh karena itu, menjadi pilihan 

pemerintah antara sistem perpajakan atau fasilitashnsentif pajak. 

B. Implikasi atas Banyaknya Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kegiatan 

Investasi di Daerah. , 

Tingginya daya tarik investasi di sebuah daerah bellm tentu diiringi 

besarnya realisasi investasi di daerah itu. Realisasi investasi terutarna dipengaruhi 

oleh kemampuan pemdanya dalam mengelola investasi yang masuk. Satu masalah 



klasik yang selalu menimpa pemerintah daerah (pemda) di Indonesia saat ini adalah 

bagaimana meningkatkan investasi di daerahnya sebesar mungkin. Mereka 

menempuh berbagai cara supaya investor tertarik menanamkan modalnya. Di 

antaranya, mereka memberikan kemudahan birokrasi perizinan investasi, jaminan 

hukum, regulasi khusus, dan bahkan menambah sarana infrastruktur di lokasi 

investasi yang diincar investor seperti pemberian akses jalan. 

Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 

(KPPOD) di 2 14 kotdkabupaten di seluruh Indonesia tahun 2004 menyebutkan ada 

sejumlah kota dan kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah paling menarik 

sebagai tujuan investasi. Untuk kategori kota, Kediri dinyatakan sebagai kota dengan 

daya tarik investasi paling tinggi dan untuk kategori kabupaten adalah Purwakartzt. 

Pemeringkatan daya tarik investasi ini dilakukan dengan memperhitungkan kondisi 

pemerintahan, sosial politik, ekonomi, tenaga kerja, dan infrastruktur fisik "'. Hasil 

ini dilakukan oleh KPPOD ini melalui pemeringkatan kota dan kabupaten dengan 

daya tarik investasi tertinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 13 Kota dengan Daya Tarik Investasi Tertinggi 2001 

Peringkat 

127 Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Mellyzkapi Perda Pajak 
dan Restribusi Daerah, Pelatihanperencanaan Stratejik APWDO, Larnpung 27 Juli 2005. hlm. 3 

5. 1 Gorontalo 1 Gorontalo 1 BBB AA 

h v i n s i  Skor 2003 Kota Skor 2004 



S r r k  KPPOD, 2004 

I Perhgkat Pmvinsi ( Kota 1 SlmrZO(a I Skor 2001 1 
1. 
2. 
3. 
4. 

- 

Kdsel 8. -- Tabdong 
9. 1 BBB 

Jabar 

5. 
6. 
7. 

Sulsel 
Jabar 

SEonber KPPOD, 2004 

Persoalannya, apakah setelah itu para investor kemudian segera akan 

berbondong-bondong berinvestasi di Kediri dan Purwakarta. Apakah dengan 

menyandang predikat sebagai kotakabupaten berdaya tarik investasi tertinggi lantas 

berarti banyak perusahaan yang berinvestasi atau membuat proyek sesuai potensi 

mnwakarta 

Sul~3l 
l3all 

Sulsel 

12. Jabar C AA 
13. 

Kalteilg , BmtoUlaIa 
Gowa 

Indmmatu 

- 
14. 
15. 
16. 

AAA 
P 

AA " i-t?%l I 

AAA 
FA 

AA 
AA 
AA 

, 

Sumsel 
Sulsel 
Bali 

AA 

Syai 
Gianyar 

L ~ I ~  

AA 
A 
A 

Musi Banyuasin 
Plnrang 

Klunmg 

C 
C 

AA 

AA 
AA 
AA 



ekonomi di kedua daerah itu. Jawabannya bisa "ya" dan "tidal?. Memang belurn 

tentu kota atau kabupaten yang paling tinggi daya tarik investasinya akan menarik 

investasi paling besar. 

Sebagai contoh Kota Kediri, meskipun berpredikat sebagai kota dengan 

daya tarik investasi tertinggi pada 2004, ternyata masih menghadapi persoalan 

realisasi investasi. Dimana jurnlah perusahaan berskala nasional yang berinvestasi di 

kota seluas 63,4 Krn2 ini ternyata masih sedikit. Sebagaimana disampaikan Sekretaris 

Daerah Pemerintah Kota Kediri, Mohammad Zaini bahwa baru ada tiga investor 

perusahaan besar berskala nasional yang masuk ke Kota Kediri pada tahun 2004. 

Ketiga investor itu adalah PT Gudang Garam Tbk., PT Indosat Tbk., dan Hotel 

Crown. Selebihnya adalah investor lokal. 

Kalau melihat Gudang Garam yang memang sudah berdiri di Kota Kediri 

sejak 1971, berarti hanya Indosat dan Hotel Crown saja yang tennasuk sebagai 

perusahaan dari luar Kota Kediri yang merealisasikan investasinya di kota tersebut. 

Itu pun Indosat hanya sebatas membangun tower base lransceiver slation (BTS) 

untuk memperluas daya jangkau fiekuensi. Sementara itu, Hotel Crown hanya 

membangun hotel di kota yang identik dengan rokok kretek ini. 
. .. 

Demikian juga dengan Purwakarta, meskipun berpredikat sebagai 

kabupaten dengan daya tarik investasi tertinggi, juga menghadapi persoalan realisasi 

investasi. Realisasi investasi di kabupaten seluas 97 1,72 KmZ ini ternyata tidak sesuai 

dengan rencana pembangunan pemerintah daerahnya. Terletak pada posisi strategis di 

lZ8 w.war t aekon~rn i .~om . 12 Desember 2005 



antara Jakarta dan Bandung, Pemda Kabupaten Purwakarta berniat menggenjot 

perekonomian daerahnya dengan bertumpu pada sektor industri. Caranya, mereka 

mengalokasikan lahan sekitar 2.000 hektar sebagai kawasan zona industri komersial 

(pabrik). Namun, apa yang terjadi, Realisasi investasi terbesar pada 2004 di 

Kabupaten Punvakarta justru bukan dari sektor industri, melainkan dari sektor 

perhotelan dan jasa. Data Badan Pro~nosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 

Jawa Barat tahun 2004 juga inenunjukkan hanya ada empat perusahaan baru yang 

mengajukan izin menguasai lahan komersial di kawasan industri di Kabupaten 

Purwakarta. Itu pun belum terdata dengan rinci mengenai jenis industri dan luas lahan 

yang akan dibangun di sana. 129 

Menurut Bada Koordinasi Penanaman Modal, Muhammad Luthfie 

mengemukakan bahwa persoalan realisasi investasi di daerah memang sangat 

berbeda-beda. Realisasi investasi dalam bentuk realisasi proyek bisnis di kota atau 

kabupaten dipengaruhi banyak faktor, terutama kesiapan infrastrukturnya. Selain itu, 

kemampuan pemerintah daerahnya dalam meilgelola investasi yang masuk. Oleh 

karena itu, salah satu faktor yang dirasakan kurang adalah pengawasan pemerintah 

daerah terhadap realisasi investasi dari investor yang sudah mengajukan pennohonan 
. * 

izin investasi. Pemerintah daerah harm bisa memastikan bahwa investor yang 

benninat mas& benar-benar inenanamkan modal dan menjalankan proyek sesuai 



dengan izin. Jadi, ibarat bermain bola, apabila bola (investasi) sudah ada di kaki 

pemain (pemerintah daerah), mau dibawa ke mana tergantung pada si pemain. 130 

Oleh karena itu, di era otonomi daerah dan ASEAN Free Trade Area 

(AFTA) atau perdagangan bebas tingkat ASEAN yang kini tengah berjalan 
.. .. . . 

Pemerintah daerah (Pemda) dituntut berperan aktif meinotivasi investasi bagi para 

investor baik asing maupun dalam negeri. Peran dan fungsi pemerintah daerah itu, 

antara lain melalui pembuatan peraturan daerah yang kondusif bagi produsen atau 

pengusaha dan investor dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui 

kebijakan pengaturan daerahnya baik lewat Perda maupun retribusi daerah. 

Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tidak lepas dari berbagai 

persoalan khususnya di bidang investasi. Dibidang ini yang menjadi hambatan 

terbesar adalah keberadaan peraturan daerah tentang pajak dan retibusi daerah dinilai 

distortif dan tidak terhadap aktivitas pere!ionoinian dan minat investasi. Sebagai 

disarnpaikan Yus'an, Deputi Kepala BKPM, yang menyatakan bahwa salah satu 

penyebab makin rendahnya realisasi investasi asing di Indonesia adalah banyaknya 

peraturan daerah yang terbit sejak undang-undang otonomi daerah lahir. Disamping 

banyaknya biaya atau pungutan atas pemberian izin di luar BKPM yang memakan 

waktu berbulan-bulan. 131 

Hal senada disampaikan oleh dikemukakan Kepala Badan Penanaman 

Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah, Yeru Salimianto yang menyatakan bahwa 

130 www.wartaekonomi.com . 12 Desember 2005 
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perrnasalahan investasi yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah kecenderungan daerah menciptakan birokrasi yang makin panjang. Padahal, 

kebijakan investasi yang dikembangkan adalah meningkatkan pelayanan investasi 

secara cepat, tepat, dan akurat dalam pelayanan satu atap. Apabila stabilitas politik 

yang didukung iklim kondusif terus dipelihara, bukan tak mungkin banyak sektor bisa 

digarap serius. Oleh karena itu, meskipun prospek investasi sangat terbuka, persoalan 

praktik birokrasi yang lebih panjang bisa menjadi kendala. Terlebih insentif investasi 

belum juga diberikan oleh pemerintah kabupatenlpemerintah kota (pemkablpemkot), 

sarana dan prasarana investasi masih terbatas, persepsi aparat terhadap investasi 

masih beragam, serta sering muiicul gangguan dari oknum atau leinbaga yang dapat 

mempengaruhi akivitas usaha, seperti masalah perburuhan, peficemaran, dan isu 

lingkungan. 132 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Duta Besar Malaysia untuk 

Indonesia Datof Haji Rastam Muhammad Jsa, bahwa sepak terjang pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan otonomi, menimbulkan kekhawatiran bagi investor maupun 

negara sahabat yang ingin menanam investasinya di Indonesia. Mereka menilai, 

daerah-daerah sekarang ramai-ramai membuat peraturan daerah baik menyangkut 

pajak maupun retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing. 

Gieh karena itu, para investor ketakutan karena banyaknya pungutan yang harus 

dikenakan kepadannya, sementara jaminan keamanan dan hukum tidak ada kepastian. 

Ini artinya, mereka akan sulit melakukan investasi kalau dikenakan lagi berbagai 



pungutan, sementara jaminan keamanan berusaha tidak ada karena investor mau 

datang ke suatu negara atau daerah karena adanya kepentingan bisnis. 133 

Dalam kondisi ini, perlunya peran serta pemerintah daerah baik tingkat 

provinsi maupun kotakabupaten, agar bisa mengurangi Perda. Terutama perda-perda 

yang sebenamya tidak terlalu diperlukan, juga perda yang kontraprodukqif untuk 

iklim investasi. Ini perlu dilakukan agar para investor menjadi lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya. Karena banyaknya perda-perda yang dibuat dalam beberapa 

tahun belakangan ini, dinilai merupakan salah satu penghambat yang membuat 

investor enggan masuk dan iklim investasi daerah kurang diminati. Nanun perlu 

dipikirkan bahwa untuk mengundang investor datang ke daerah dibutuhkan adanya 

kepastian hukum, sedangkan untuk mendukung adanya kepastian hukum tersebut 

diperlukan aturan-aturan daerah tersebut '34. Oleh karena itu, Peraturan daerah 

dibentuk untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi danlatau peraturan Daerah 

lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. ' 
Dengan banyaknya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan 

retribusi daerah ini berimplikasi pada kurangnya minat kalangan investor untuk 

menanamkan modalnya didaerah, sehingga berdampak pada tingkatan pendapatan 

daerah yang menurun dan pengembangan investasi yang terhambat. Oleh karena itu, 

'33 Kompas, 5 Desember 2005 
134 Pikiran Rakyat, 10 Desember 2005 
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sejauhmana regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai konsekuensi 

otonomi daerah bisa memberikan kemajuan bagi investasi di daerahnya serta 

sejauhmana daerah mampun menghapus ego sektoral antarlintas sektor yang 

berdampak pada keenggan orang berinvestasi. 

Di kalangan dunia usaha, pelaksanaan otonomi daerah banyak 

menyulitkan, terutama dengan adanya berbagai regulasi daerah, yang dibebani 

dengan target pencapaian PAD. Sehingga timbullah berbagai macam pungutan yang 

memberatkan dunia usaha, dan membuat iklim bisnis tidak menarik. Padahal dilihat 

dari sisi ketentuan pemdangan, pemerintah kabupatenlkota sebenarnya sangat 

memungkinkan untuk inemberikan berbagai kemudahan-kemudahan, dalain ra~lgka 

menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kecuali, investasi dalain kegiatan yang 

berisiko tinggi, investasi di sektor lainnya sebenarnya bisa dibantu dengan berbagai 

kemudahan. Kenyataanya memang tidak demikian, pemerintah kabupatenlkota malah 

banyak mengeluarkan perda yang melakukan pernungutan pajak dan retribusi daerah. 

Mulai dari perda ketenagakerjaan, perda pemadam kebakaran, HO, penangkal petir, 

sampai ke perda untuk fasilitas kesehatan di pabrik. 

Keleluasaan daerah yang semalun besar dalam memungut pajak dan 

menentukan arah penggunaan dana perimbangan dapat menimbulkan implikasi negatif 

clan positif terhadap iklirn investasi di daerah. Pengaruh negatif akan muncul bila ternyata 

respon daerah mengarah pada semakin banyaknya jenis pajak atau retribusi daerah 

baru yang hams dibayar masyarakat daerah dan pengeluaran pemerintah daerah 



semakin tidak terarah untuk kepentingan publik, seperti pemeliharaan dan 

peningkatan kualitas sarana transportasi (jalan, jembatan, dan lain-lain), 

penyederhanaan prosedur perijinan usaha, dan peningkatan keamanan dan ketertiban 

masyarakat 

Dalam rangka mencegah lahirnya perda-perda yang menghambat iklim 

investasi di daerah tersebut, maka perlu adanya peran pemerintah pusat dalam rangka 

inenghentikan munculnya perda-perda yang bisa menghambat iklim investasi. 

Sebagai kompensasinya, pemerintah akan menyerahkan sebagian pajak pusat kepada 

daerah untuk menambah pendapatan asli daerahnya. dengan adanya RUU tentang 

pajak dan retribusi daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 34 Tahun 2904 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka ke depan pajak dan retribusi daerah akan 

menjadi close /z.vf, dan bukan lagi open list. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi 

perda-perda yang menghalnbat dan tidak kondusif terhadap iklim investasi. 

Disamping kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagaimana 

ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 

Menjelang awal tahun 2006, iklim investasi di daerah mulai terasa ada 

perkembangan. Hal ini didukung dengan adanya peran pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan dan perizinan yang mudah bagi investor. Kemudahan 

pelayanan perizinan yang diterapkan sejak pertengahan tahun 2005, memulai memicu 

aliran investor menanamkan modalnya. Namun, dari sejurnlah investor yang hendak 

masuk beberapa diantaranya tidak bisa diakomodasikan lantaran masyarakat 



pengusaha lokal merasa khawatir usaha mereka tersingkirkan dengan masuknya 

investor baru tersebut. Kekhawatiran masyarakat ini, dinilai wajar saja, sehingga ha1 

ini mesti dijadikan bahan petimbangan utama dalam mengambil kebijakan. 136 

Dengan demikian terhambatnya iklim investasi yang kondusif di daerah 

bukan karena regulasi pemerintah daerah yang dirasa sangat memberatkan juga 

kekhawatiran pengusaha lokal untuk berkompetisi. Oleh karena itu dalam 

menetapkan kebijakan daerah, perlu adanya dialog dan diskusi antara pemerintah, 

masyarakat dengan para pelaku usaha dan investor. Dialog interaktif ini dimaksudkan 

untuk membangun komunikasi aktif antar stakeholders dalam pelaksanaan otonomi 

daerah, dengan tujuan untuk mengajak selnua pihak yang berkepentingan berdialog, 

mericari opsi resolusi konflik sehingga dapat terciptanya iklim investasi yang 

kondusif Karena munculnya konflik sudah tentu akan mengganggu aktivitas usaha 

dari pihak yang menanamkan investasinya. Disamping itu juga akan menghambat 

penerapan dan pengembangan konsep sustainable developmelzt dalam pengelolaan 

sumber daya di daerah. 

'36 Kedaulatan Rakyat, 30 Desember 2005 



BAB IV 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Arti pentingnya insentif di bidang perpajakan terhadap terciptannya ikli~n 

investasi yang kondusif dirasakan oleh investor yang akan menanamkan 

modalnya dan Indonesia sendiri yang akan rnenerima serta sebagai tempat 

tujuan investasi. Bagi kalangan investor, pentingnya insentif pajak akan 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar berbagai 

kewajiban pajak yang dikenakan kepada investor dan memberikan 

kemudahan untuk mengembangkan investasinya ke seh?or atau industri 

lainnya di daerah- daerah. Sedangkan bagi pemerintah insentif pajak hanya 

memberikan kemudahan dan menarik para pelaku usaha khususnya investor 

untuk menanarnkan modal di Indonesia, dengan realisasi keuntungan dalam 

jangka waktu yang cukup lama. 

2. Implikasi atas banyaknya ~ a j a k  dan retribusi daerah terhadap kegiatan 

investasi di daerah akan menimbulkan hambatan bagi kalangan investor 

untuk menanamkan investasinya ke daerah, terutama dengan adanya 



berbagai regulasi daerah, yang dibebani dengan target pencapaian PAD . 

Hal ini berdampak pada tingkatan pendapatan daerah yang menurun dan 

pengembangan investasi yang terhambat. Hal lain yang menghambat iklim 

investasi di daerah tidak kondusif adalah adanya kekhawatiran pengusaha 

lokal untuk berkompetisi dengan para pengusaha asing. 

B. Saran-saran 

1. Perlunya mempercepat pembahasan rancangan undang-undang perpajakan 

dalam rangka kepastian hukum sehingga mendukung iklim investasi yang 

kondusif 

2. Perlunya evaluasi berbagai peraturan daerah tentang pajak dan retribusi 

daerah yang kontradiktif dan menghambat perkembangan investasi. 

3. Kejelasan dan ketegasan insentif di bidang perpajakan menjadi salah satu 

faktor pendukung minat investor, oleh karena itu regulasi dibidang 

perpajakan yang mendukung iklim investasi dan bisnis sangsrt dibutuhkan. 
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